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ABSTRAK 
ADIATMA USMAN (E 211 11 285), Etika Birokrasi Dalam Implementasi 
Program BPJS Kesehatan Di Kabupaten Pinrang, xvii halaman + 97 halaman 
+ ix gambar + xii tabel + 37 kepustakaan (2015 – 1988).  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terlantarnya pasien BPJS Kesehatan 
saat mencari pengobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Sulitnya mencari ruang 
bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit, dan beberapa masyarakat yang 
berpendapat tentang adanya perbedaan pelayanan yang diberikan. Oleh karena 
itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Etika 
Birokrasi dalam menyelenggarakan Program BPJS Kesehatan di Kabupaten 
Pinrang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer 
dan sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan 
dokumen. Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep etika yang 
membahas etika birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan, yaitu : 
Profesional, Tanggung Jawab Personal, dan Tanggung Jawab Organisasi. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Etika Birokrasi dalam Implementasi 
Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang sudah baik, meskipun belum 
dikatakan baik oleh beberapa Masyarakat. Terdapat beberapa kekurangan yang 
diperoleh oleh penulis dalam menggunakan teori tersebut sebagai pedoman 
penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud terletak pada : Profesional, Salah 
satu faktor adalah Ketersediaan Fasilitas di FASKES Tingkat 1 dan Sosialisasi 
Tentang BPJS Kesehatan Kepada Masyarakat yang tidak dilakukan secara 
maksimal terutama bagi Masyarakat yang berada diluar Kota Pinrang. Tanggung 
Jawab Personal, Salah satu faktor adalah adanya beberapa Aparatur Pemerintah 
yang keluar saat waktu kerja padahal bukan untuk urusan pekerjaan melainkan 
urusan pribadi dan kurangnya informasi yang diberikan oleh FASKES tentang 
Prosedur Pelayanan. 
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ABSTRACT 
ADIATMA USMAN (E 211 11 285), Ethics Bureaucracy in The Program 
Implementation BPJS Health in Pinrang, xvii pages + 97 pages + ix pictures 
+ xii tabel tables + 37 libraries (2015 – 1988).  
This research is motivated by displaced patients BPJS Health when 
seeking treatment at centers and hospitals, Difficulty in finding space for inpatient 
care in hospitals, and some people who argue about the differences in the services 
provided. Therefore, the purpose of this study was to determine and analyze Ethics 
Bureaucracy in The Program Implementation BPJS Health in Pinrang. 
This study used a qualitative approach to the type of primary and secondary 
data obtained through observation, interviews, and documents. The focus of this 
study uses the concept of ethics that Ethics Bureaucracy in The Program 
Implementation BPJS Health, namely : Professional, Accountable Personal and 
Accountable Organization. 
The results of this study explains Ethics Bureaucracy in The Program 
Implementation BPJS Health in Pinrang has been good, although it has not said 
by some in the community. There are some drawbacks obtained by the author in 
using the theory to guide research. The shortfall is located at: Professional, One 
factor is the availability of facilities in FASKES Level 1 and Awareness About BPJS 
Health Community that is not done optimally, especially for communities that are 
outside the City Pinrang. Accountable Personal, One factor is the presence of 
several government apparatus that came out during work time when not on 
business but personal affairs and the lack of information provided by FASKES of 
Procedure. 
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I.1 Latar Belakang 
Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa 
kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah 
(territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang 
mengurus Tata Tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok 
manusia yang ada di wilayahnya. Secara umum Negara dapat diartikan sebagai 
suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki 
Pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak 
hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. 
Undang  Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  bahwa  Negara  wajib  
melayani  setiap  Warga  Negara  dan  Penduduk  untuk  memenuhi  kebutuhan    
dasarnya  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Seluruh  
kepentingan  publik  harus  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  sebagai    
penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang 
menyangkut  pemenuhan  hak – hak  sipil  dan  kebutuhan  dasar  masyarakat. 
Dengan  kata  lain  seluruh  kepentingan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  
banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. 
Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum adalah segala bentuk jasa 
pelayanan, baik dalam bentuk Barang Publik maupun Jasa Publik yang pada 
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 
Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan 
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Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – 
Undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Pelayanan Publik adalah segala kegiatan 
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun  pelaksanaan 
ketentuan Peraturan Perundang – Undangan. Berdasarkan Undang – Undang 
Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Yaitu : 
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang – 
Undangan bagi setiap Warga  Negara dan Penduduk atas Barang, Jasa, 
dan/atau Pelayanan Administratif yang  disediakan oleh Penyelenggara 
Pelayanan Publik. 
Kewajiban Pemerintah adalah memberikan Pelayanan Publik yang 
menjadi hak setiap Warga Negara ataupun memberikan pelayanan kepada 
Warga Negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban 
Pemerintah, maupun hak setiap Warga Negara pada umumnya disebutkan 
dalam konstitusi suatu negara. Bentuk Pelayanan Publik yang diberikan kepada 
masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan berdasarkan  
keputusan  MENPAN  No.  63/  KEP/  M.  PAN/  7/  2003, yaitu : Pertama, 
Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya Status Kewarganegaraan, 
Serrtifikat Kompetensi, Kepemilikan atau Penguasaan terhadap suatu Barang 
dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan 
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Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor 
(STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / 
Penguasaan Tanah dan sebagainya. Kedua, Pelayanan Barang yaitu pelayanan 
yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, 
misalnya Jaringan Telepon, penyediaan Tenaga Listrik, Air Bersih, dan 
sebagainya. Ketiga, Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh Publik, misalnya Pendidikan, 
Kesehatan, penyelenggaraan Transportasi, Pos, dan lain sebagainya. 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari Badan, Jiwa, dan Sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara Sosial dan Ekonomis. Sesuai 
apa yang menjadi definisi dari kesehatan, maka jelas sudah bahwa kesehatan 
merupakan hal pokok yang menjadi hak – hak bagi setiap orang, ini juga 
tercermin didalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang 
menyatakan hak memperoleh Pelayanan Publik dibidang kesehatan merupakan 
fungsi Pemerintah dalam menjalankan dan menberikan hak dasar yang dipahami 
seluruh komponen masyarakat sebagai hak untuk dapat menikmati kehidupan 
yang bermartabat dan hak yang diakui dalam Peraturan Perundang – Undangan, 
dalam peranannya Pemerintah selaku penyedia layanan publik harus secara 
profesional dalam menjalankan aktivitas pelayanannya, tidak hanya menjalankan 
begitu saja tetapi dituntut harus berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.  
Pelayanan di  bidang  kesehatan  merupakan  salah  satu  bentuk 
pelayanan yang paling banyak di  butuhkan  oleh  masyarakat.  Tidak 
mengherankan  apabila  bidang kesahatan perlu untuk selalu  di  benahi  agar 
bisa  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  terbaik  untuk masyarakat. 
Pelayanan kesehatan yang di maksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, 
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tepat, murah  dan ramah.  Mengingat bahwa sebuah Negara akan bisa  
menjalankan  pembangunan  dengan  baik  apabila  didukung  oleh masyarakat 
yang sehat secara Jasmani dan Rohani. 
Dengan di buatnya Peraturan Untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan 
yaitu : UU  SJSN  2004  ditetapkan  UU  nomor  24  tahun  2011  tentang  Badan 
Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang  akan  dan  akhirnya  resmi  
beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. 
Dengan telah disahkan Undang – Undang tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, maka  PT  Askes  (Persero)  dinyatakan  bertranformasi  menjadi  
BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) bertranformasi  menjadi  BPJS 
Ketanagakerjaan . Transformasi  tersebut  meliputi  perubahan  sifat,  organ dan  
prinsip  pengelolaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan perubahan stuktur 
dan budaya organisasi. Selanjutnya, semua peserta jaminan kesehatan PT 
Askes akan dialihkan menjadi peserta  jaminan  kesehatan  BPJS  Kesehatan.  
Dengan  sifat  kepesertaan  bersifat wajib  maka  pada  tahun  2019  seluruh  
rakyat  Indonesia  diharapkan  telah  memiliki jaminan kesehatan yang berada 
dalam naungan BPJS Kesehatan. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan Badan Hukum  
Publik  yang  ditugaskan  khusus  oleh  pemerintah  untuk  menyelenggarakan 
jaminan  pemeliharaan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  terutama  
untuk Pegawai  Negeri  Sipil,  Penerima  Pensiunan  PNS  dan  TNI/POLRI,  
Veteran, Penerintis  Kemerdekaan  beserta  keluarganya  dan  badan  usaha  
lainnya  ataupun rakyat pada umumnya. 
Program BPJS terbagi dua, yaitu : 1. BPJS Kesehatan berfungsi 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut 
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UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 
dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan. 2. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi 
menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 
Terhitung sudah lebih 1 Tahun program BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial) yang digagas pemerintah sejak awal Januari 2014 lalu berjalan 
sudah. Program yang dulu dikenal sebagai Askes (Asuransi Kesehatan) ini 
berfungsi menanggung semua beban dan pembiayaan kesehatan semua 
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali masyarakat tidak mampu. Fungsi tersebut 
tertuang dalam UU No. 24 tahun 2012 Pasal 3 yang menyatakan bahwa BPJS 
bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya 
kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota 
keluarganya. 
Program BPJS Kesehatan telah diimplementasikan di seluruh kabupaten 
di Indonesia. salah satunya di Kabupaten Pinrang. Hingga kini, pelaksanaan 
BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh PPK I (Puskesmas dan klinik) maupun 
PPK II (Rumah Sakit) di lapangan masih banyak menemui permasalahan. 
Beberapa fakta yang terjadi  Terlantarnya pasien BPJS Kesehatan saat mencari 
pengobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, sulitnya mencari ruang perawatan 
Rumah Sakit, lambatnya penanganan terhadap pasien BPJS Kesehatan ( 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/06/130228826/Ini.Permasalaha
n.Penting.di.BPJS.Kesehatan ) dan Setelah melakukan observasi awal di 
lapangan terdapat beberapa masalah, yaitu : Kurangnya sosialisasi Pemerintah 
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kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang 
Program dan Prosedur  BPJS Kesehatan terutama masyarakat yang berada jauh 
dari ibukota kabupaten  dan adanya beberapa perilaku  oknum  pemberi 
pelayanan yang dan diskriminatif. 
Kebiasaan atau adat istiadat suatu daerah mempengaruhi kultur birokrasi 
sehingga etika birokrasi dalam pelayanan publik juga berbeda. Etika menjadi 
sebuah elemen penting dalam setiap organisasi, karena sering kali terjadi 
patologi birokrasi yang disebabkan kurangnya memahami etika birokrasi.  
Misi dari aparat birokrasi pemerintah adalah untuk memberikan 
pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan pada 
masyarakat banyak. Untuk itu, mutu pelayanan perlu ditingkatkan dengan 
pemerataan infrastruktur dan rasa keadilan untuk memperoleh pelayanan yang 
seksama. 
Realitas kebiasaan aparat birokrasi lebih banyak menghindari pekerjaan 
melayani, yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya memunculkan image di 
dalam masyarakat. Kecenderungan persepsi yang timbul dari masyarakat 
berkaitan dengan birokrasi adalah prosedur kerja yang berbelit-belit, proses  
pelayanan lamban, mekanisme kerja yang tidak efesien, dan kurang efektif, 
sumber penyalahgunaan wewenang, dan semacamnya. 
Diharapkan pelaksanaan penanganan masalah urusan publik oleh aparat 
birokrasi benar-benar sesuai dengan etika yang berlaku serta memiliki orientasi 
publik. Dengan kata lain, norma etika dalam proses penyelenggaraan pelayanan 
publik benar-benar diterapkan. Etika Birokrasi diperlukan sebagai bentuk adanya 
sikap tanggap dari aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat pengguna 
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jasa. Kepentingan pengguna jasa harus di tempatkan sebagai tujuan utama. 
Melalui prinsip pelayanan tersebut, diharapkan tidak terjadi diskriminasi dan 
bersikap ramah dalam memberi pelayanan, sehingga pengguna jasa merasa 
memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya.  
Semua permasalahan tersebut, pada hakekatya tidak perlu terjadi  secara  
drastis dan dramatis. Sebagaimana yang pernah dialami  selama ini, seandainya 
pemerintah  dan aparatur  pemerintahannya  memiliki  kredibilitas  yang  
memadai  dan  kewibawaan  yang dihormati oleh  rakyatnya. Pemerintah yang 
memiliki  etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan  kewenangan  
pemerintahannya,  tentu  memiliki  akuntabilitas  dan penghormatan  yang  tinggi  
pula  terhadap  tuntutan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat yang  
dilayaninya.  Sudah  sepantasnnya  pelayanan  dilakukan  secara  beretika  agar 
tidak  adanya kekecewaan dalam suatu masyarakat. Etika yang sewajarnya ada  
kini sudah mulai luntur oleh  tindakan  kurang  terpuji  dari  pihak  aparatur  
negara. 
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Etika Birokrasi 
dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang”. 
I.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di  atas, maka rumusan masalah penelitian 
yang di rumuskan dalam bentuk : 
1. Bagaimana Profesional Aparatur Pemerintah dalam Implementasi BPJS 
Kesehatan di Kabupaten Pinrang ? 
2. Bagaimana Tanggungjawab Personal Aparatur Pemerintah dalam 
Implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang ? 
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3. Bagaimana Tanggungjawab Organisasi Pemerintah dalam Implementasi 
BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang ? 
I.3 Tujuan Penelitian  
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  sesuai  dengan rumusan  masalah 
yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : 
1. Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan Profesional Aparatur 
Pemerintah dalam Implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang? 
2. Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan Tanggungjawab Personal 
Aparatur Pemerintah dalam Implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten 
Pinrang ? 
3. Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan Tanggungjawab Organisasi 
Pemerintah dalam Implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang? 
I.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 
diantaranya adalah : 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 
bagi penulis dan pembaca tentang Etika Birokrasi dalam 
Mengimplementasikan  Program Jaminan Kesehatan Nasional yang di 
selenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Pinrang.  
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 
Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan Pelayanan Jaminan 
Kesehatan Nasional kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang yang 








II.1 Konsep Etika Birokrasi 
II.1.1 Etika 
II.1.1.1 Pengertian Etika 
Etika berasal dari bahasa Yunani etos, yang artinya kebiasaan atau 
watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos (jamak: mores) yang 
artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah morale atau 
moril, tetapi artinya sudah jauh sekali daari pengertian asalnya. Moril bisa berarti 
semangat atau dorongan batin. Disamping itu terdapat istilah norma yang berasal 
dari bahasa Latin. (norma: penyiku atau pengukur), dalam bahasa inggris norma 
berarti aturan atau kaidah. Dalam kaitannya dalam prilaku manusia, norma 
digunakan sebagai pedoman atau haluan bagi perilaku yang seharusnya dan 
juga untuk menakar atau menilai sebelum ia dilakukan. 
Moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa 
kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, yang kesemuanya tidak terdapat dalam 
peraturan-peraturan hukum, sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih 
khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus pada hukum-hukum dan 
prinsip abstrak dan bebas. Orang yang telah mengingkari janji yang 
diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak dipercaya atau tidak 




Etika menurut Bertens  dalam Bukunya Etika (2004:7) adalah nilai-nilai 
dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu 
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.   
Menurut Solomon yang dikutip oleh Wahyudi Kumorotomo dalam 
bukunya Etika Administrasi Pubik (2011:7) mangatakan Etika merujuk pada dua 
hal, Yaitu : Pertama, Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai 
– nilai yang dianut oleh manusia beserta pemebenarannya. Kedua, Etika 
merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri  yaitu nilai – 
nilai hidup dan hukum – hukum yang mengatur tingkah laku manusia. 
Menurut Frankena yang dikutip oleh Wahyudi Kumorotomo dalam 
bukunya Etika Administrasi Pubik (2011:78) Etika mencakup filsafat moral atau 
pembenaran – pembenaran filosofis. Moralitas merupakan instrumen 
kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penuntun tindakan (action guide) untuk 
segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Dengan demikian, moralitas 
akan serupa dengan hukum disatu pihak dan dengan etiket dipihak lain. Bedanya 
dengan etiket, moralitas memiliki pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang 
‘kebenaran’ dan ‘keharusan’. Disamping itu, moralitas juga dapat dibedakan 
dengan hukum, sebab ia tidak dapat diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif 
maupun yudikatif. Demikian pula sanksi dalam moralitas tidak melinatkan 
paksaan fisik atau ancaman, melainkan lebih bersifat internal misalnya berwujud 
rasa bersalah, malu, dan sejenisnya. 
Secara Epistimologis etika  dan moral memiliki kemiripan, namun sejalan 
dengan perkembangan ilmu dan kebiasaan dikalangan cendekiawan ada 
pergeseran arti. Etika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu dalam 
filsapat yang mempelajari nilai baik dan buruk manusia. Sedangkan moral adalah 
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hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai 
kewajiban atau norma. 
Dari Pengertian di atas maka di simpulkan bahwa Etika merupakan 
seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, penuntun apa yang harus 
dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai 
standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya 
dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika 
terdapat sesuatu nilai yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi 
dikatakan baik, atau buruk. 
II.1.1.2 Aliran dalam Etika 
Untuk menilai etika dalam kebijakan publik digunakan beberapa aliran 
pendekatan . Menurut Kumorotomo dalam Bukunya Etika Administrasi Negara 
(2011:29) aliran – aliran etika antara lain : 
1. Naturalisme 
Paham ini berpendapat bahwa sistem – sistem etika dalam kesusilaan 
mempuyai dasar alami, yaitu pembenaran – pembenaran hanya dapat 
dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori – teori yang 
sangat metafisis. Naturalisme juga berpendapat bahwa manusia pada 
kodratnya adalah “baik”, sehingga ia harus dihargai dan menjadi ukuran. 
2. Individualisme 
Paham ini berpendapat bahwa segala interaksi dalam masyarakat harus 
dilakukan demi keuntungan individu.  Dampak positif dari invidualisme adalah 
terpacunya prestasi dan kreativitas individu namun, di sisi lain juga 
mengandung dampak negatif dengan kecenderungan bahwa setiap orang 
akan mementingkan diri sendiri. 
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3. Hedonisme  
Paham ini berpendapat bahwa Sesuatu tindakan yang dikatakan baik 
manakala tindakan itu dapat menimbulkan kenikmatan atau kepuasan.  
Pendapat ini bermula dari pandangan Aristippus, seorang pendiri mazhab 
Cyrene (sekitar 400 SM) dan juga Epicurus (341-271 SM), bahwa mencari 
kesenangan merupakan kodrat manusia. Upaya manusia sesungguhnya 
yang dilakukan oleh manusia adalah “hal – hal yang menimbulkan  
kenikmatan”, tetapi bukan kenikmatan itu sendiri. Ia tidak menyingkiri rasa 
sakit melainkan menyingkiri sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. 
Semapalan pemikiran dari paham hedonisme adalah Materialisme, gagasan 
utamanya ialah pada dasarnya alat pokok untuk memenuhi kepuasanh 
manusia adalah materi. 
4. Eudaemonisme 
Paham ini berpendapat bahwa Perbuatan yang dianggap baik adalah yang 
mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Bedanya dengan hedonisme, 
kebahagiaan lebih bersifat kejiwaan. Dengan kata lain, kebahagiaan 
merupakan kebaikan tertinggi (prima facie). Sempalan dari ajaran ini adalah 
aliran Stoisisme yang mengemukakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, 
manusia harus menggunakan akal pikirannya ; bukan mencari 
“kebijaksanaan” dengan cara menyendiri atau mengendapkan perasaan 
seperti seorang pengecut. 
5. Utilitarianisme 
Paham ini berpendapat bahwa Suatu perbuatan dikatakan baik jika 
membawa manfaat atau kegunaan, berguna artinya memberikan kita sesuatu 




Paham ini timbul dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa 
terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada 
manusia untuk berbuat. Salah satu keunggulan dari ajaran idealisme adalah 
pengakuannya tentang dualisme manusia, bahwa manusia terdiri dari 
jasmani dan rohani. Ajaran ini terdiri dari 3 komponen, yaitu idealisme 
rasionalistik (akal pikiran sebagai penuntun tingkah laku), idealisme estetik 
(kehidupan manusia dilihat dari perspektif karya seni), dan idealisme etik 
(menentukan ukuran moral dan kesusilaan terhadap kehidupan manusia). 
II.1.2 Birokrasi 
II.1.2.1 Pengertian Birokrasi 
 Birokrasi terdiri dari biro yang artinya meja dan krasi yang artinya 
kekuasaan. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi 
adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan 
prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. 
Birokrasi menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh 
Pandji Santosa dalam bukunya Administrasi Pubik (2008:1) adalah : Sistem 
pemerintah yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang 
pada herarki dan jenjang jabatan. 
Menurut Fritz Morstein Marx yang dikutip oleh Pandji Santosa dalam 
bukunya Administrasi Pubik (2008:2) merumuskan birokrasi sebagai tipe 
organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas – 
tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan 
khususnya oleh aparatur Pemerintah. 
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Menurut Victor Thomson yang dikutip oleh Pandji Santosa dalam bukunya 
Administrasi Pubik (2008:4) yang menganggap birokrasi sebagai satu susunan 
yang terdiri atas hierarki dan pembagian kerja yang amat diperinci. 
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulakan bahwa Birokrasi adalah 
Aparatur Pemerintah yang melaksanakan tugas – tugasnya dalam melayani 
Masyarakt sesuai dengan pembagian kerja yang didasarkan pada aturan yang 
telah ditentukan. 
II.1.2.2 Karakteristik Birokrasi 
 Menurut Dennis H.Wroang yang dikutip oleh Pandji Santosa dalam 
bukunya Administrasi Pubik (2008:10) mengungkapkan bahwa stiap organisasi 
birokratik mempunyai ciri struktural utama sebagai berikut : 
1. Pembagian Tugas. 
2. Hierarki Otorita. 
3. Peraturan dan Ketentuan yang terperinci. 
4. Hubungan Impersonal di antara Pekerja. 
Sedangkan Menurut Max Weber yang dikutip oleh Pandji Santosa dalam 
bukunya Administrasi Pubik (2008:10) memberikan 6 buah ciri karakteristik 
birokrasi di antaranya : 
1. Terdapat Prinsip yang pasti dan Wilayah yurisdiksi resmi, yang pada 
umumnya diatur dengan hukum atau peraturan – peraturan administrasi. 
2. Terdapat Prinsip Hierarki dan Tingkat otorita yang mengatur sistem. 
3. Manajemen didasarkan pada dokumen – dokumen yang dipelihara dalam 
bentuk aslinya. 
4. Terdapat Spesialisasi dan Pengembangan Pekerja melalui Latihan Keahlian. 
5. Aktivitas Organisasi menuntut Kapasistas pekerja secara penuh. 
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6. Berlakunya aturan – aturan umum mengenai manajemen. 
II.1.3 Konsep Etika Birokrasi 
Menurut Peter Madsen dan Jay M. Shafritz yang dikutip oleh Surjadi 
dalam bukunya Pegembangan Kinerja Pelayanan Pubik (2012:99), 
mengistilahkan Etika Birokrasi sebagai perilaku pemerintah dalam semua level 
untuk menghindari penyalahgunaan pekerjaan secara tidak sah, aktivitas 
mencari keuntungan pribadi. 
Etika Birokrasi mencakup kesepakatan – kesepakatan antara 
kepentingan negara, masyarakat dan moral individu secara jujur, obyektif, 
selaras, dan terpadu tanpa ada pemaksaan atas terwujudnya suatu kesepakatan 
tersebut. Kesepakatan atau komitmen – kominten itu merupakan sistem nilai 
yang harus ditaati oleh semua pihak. 
Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa etika 
sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan 
pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi 
publik. Disamping itu perilaku birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan hanya 
dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat yang dilayani. Masyarakat berharap 
adanya jaminan bahwa para birokrat dalam menjalankan kebijakan politik dan 
memberikan pelayanan publik yang dibiayai oleh dana publik senantiasa 
mendasarkan diri pada nilai etika yang selaras dengan kedudukannya. Birokrasi 
merupakan sebuah sistem, yang dalam dirinya terdapat kecenderungan untuk 
terus berbuat bertambah baik untuk organisasinya maupun kewenangannya (big 
bureaucracy, giant bureaucracy), perlu menyandarkan diri pada nilai-nilai 
etika. Dengan demikian maka etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua 
fungsi, yaitu : pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi 
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negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar 
tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela;kedua, 
etika birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan 
birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. 
Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai 
acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya antara lain adalah : (1) efisiensi, artinya tidak boros, sikap, 
perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien; 
(2) membedakan milik pribadi dengan milik kantor, artinya milik kantor tidak 
digunakan untuk kepentingan pribadi; (3)impersonal, maksudnya dalam 
melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan lainnya 
secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara formal, maksudnya 
hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan dari 
pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan 
peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa yang salah harus diberi sanksi dan 
yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan; (4) merytal system, 
nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam 
penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak di dasarkan atas kekerabatan, 
namun berdasarkan pengetahuan (knowledge), keterampilan(skill), 
sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman(experience), sehingga 
menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawabnya dan bukanspoil system (adalah sebaliknya); 
(5) responsible, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi 
publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; (6) accountable, nilai ini 
merupakan tanggung jawab yang bersifat obyektif, sebab birokrasi dikatakan 
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akuntabel bilamana mereka dinilai obyektif oleh masyarakat karena dapat 
mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak 
terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu 
berasal dan mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik 
(pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan publik); 
(7) responsiveness, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap 
keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha 
memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur 
pelayanan. 
Berkaitan dengan nilai-nilai etika birokrasi sebagaimana digambarkan di 
atas, maka dapat pula dikatakan bahwa jika nilai-nilai etika birokrasi tersebut 
telah dijadikan sebagai norma serta diikuti dan dipatuhi oleh birokrasi publik 
dalam melaksanakan tugas da kewenangannya, maka hal ini akan dapat 
mencegah timbulnya tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme, ataupun bentuk-
bentuk penyelewengan lainnya dalam tubuh birokrasi, kendatipun tidak ada 
lembaga pengawasan. Namun demikian harus dimaklumi pula bahwa etika 
birokrasi belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku KKN pada tubuh 
birokrasi. Hal yang lebih penting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-
masing pelaku (manusianya). Dengan kata lain bahwa kontrol pribadi dalam 
bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri setiap individu birokrat 
sangat berperan dalam membentuk perilakunya. Dengan adanya kontrol pribadi 
yang kuat pada diri setiap individu maka akan dapat mencegah munculnya niat 
untuk melakukan tindakan-tindakan mal-administrasi (penyelewengan). 
Menurut Keban (2001) Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih 
terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara 
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kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan 
bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai 
agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang 
diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus 
diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi 
pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu 
sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai 
atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa 
kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya 
dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode 
etik tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan 
tuntutan perubahan jaman. 
Kita mungkin perlu belajar dari negara lain yang sudah memiliki 
kedewasaan beretika. Di Amerika Serikat, misalnya, kesadaran beretika dalam 
pelayanan publik telah begitu meningkat sehingga banyak profesi pelayanan 
publik yang telah memiliki kode etik. Salah satu contoh yang relevan dengan 
pelayanan publik aalah kode etik yang dimiliki ASPA (American Society for Public 
Administration) yang telah direvisi berulang kali dan terus mendapat kritikan serta 
penyempurnaan dari para anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan pegangan 
perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, 
respek, menaruh perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan 
kepentingan publik diatas kepentingan lain, bekerja profesional, pengembangan 
profesionalisme, komunikasi terbuka dan transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih 
sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, beri perlindungan 
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terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap 
sistim merit dan program affirmative action. 
II.1.4 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 
sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai 
Negeri Sipil adalah merupakan unsur  aparatur negara yang bertugas 
memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk 
menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri 
Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 
profesional,dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh 
kesetiaan dan ketaatan kepada  Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, 
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Pegawai Negeri Sipil mampu 
melaksanakan tugasnya  sebagaimana  tersebut di atas secara berdaya guna 
dan berhasil  guna,  diperlukan  pembinaan  secara  terus  menerus  dan 
berkesinambungan. 
Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan 
pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari – hari Pegawai 
Negeri Sipil. Dengan adanya kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan 
sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan tugas – tugasnya. Pembinaan Jiwa Korps, Nilai – nilai Dasar 
Pegawai Negeri Sipil, dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 
Pegawai Negeri Sipil. 
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Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan 
hidup sehari – hari. 
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari setiap 
Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam 
bernegara/dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi (9 butir), 
dalam bermasyarakat (5 butir), serta  terhadap diri sendiri (8 butir), dan sesama 
Pegawai Negeri Sipil (7 butir). 
II.1.4.1 Etika dalam Bernegara 
Etika dalam bernegara meliputi : 
a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. 
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
d. Menaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam 
melaksanakan tugas. 
e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa. 
f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam 
melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah. 
g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara 
efisien dan efektif. 





II.1.4.2 Etika dalam Berorganisasi 
Etika dalam berorganisasi adalah : 
a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesai ketentuan yang berlaku. 
b. Menjaga informasi yang bersitat rahasia. 
c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang. 
d. Membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi. 
e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait 
dalam rangka pencapaian tujuan. 
f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 
g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 
h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka 
peningkatan kinerja organisasi. 
i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja. 
II.1.4.3 Etika dalam Bermasyarakat 
Etika dalam bermasyarakat meliputi : 
a. Mewujudkan pola hidup sederhana. 
b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih 
dan tanpa unsur pemaksaan. 
c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak 
diskriminatif. 
d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. 





II.1.4.4 Etika terhadap Diri Sendiri 
Etika terhadap diri sendiri meliputi : 
a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 
b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 
c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 
d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, 
keterampilan, dan sikap. 
e. Memiliki daya juang yang tinggi. 
f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 
g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. 
h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 
II.1.4.5 Etika terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil 
Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil : 
a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk 
agama/kepercayaan yang berlainan. 
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil. 
c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun 
horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi. 
d. Menghargai perbedaan pendapat. 
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil. 
f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri 
Sipil. 
g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang 
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri 
Sipil dalam memperjuangkan hak – haknya. 
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II.2 Etika Birokrasi Dalam Perpektif Kebijakan Publik 
II.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 
Pengertian  Kebijakan  menurut Carl Friedrich yang  dikutip  oleh Leo 
Agustino dalam  bukunya  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  (2012:7) sebagai 
berikut : Kebijakan  publik  adalah  serangkaian  tindakan/kegiatan yang  
diusulakan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau pemerintahan  dalam  suatu  
lingkungan  tertentu  dimana terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  
dan kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan-kesempatan) dimana  kebijakan  
tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan 
yang dimaksud.  
Sedangkan menurut James Anderson yang dikutip oleh Leo Agustino 
dalam bukunya  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  (2012:7)  memberikan 
pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut : Serangkaian  kegiatan  
yang  mempunyai  maksud/tujuan tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  
seorang aktor atau  sekelompok  aktor  yang  berhubungan  dengan  suatu 
permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. 
II.2.2 Ciri – Ciri Kebijakan Publik 
 Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik 
(2014:20), Yaitu : 
1. Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 
mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku 
atau tindakan menyimpang yang serba acak ( at randown ), asal –asalan, 
dan serba kebetulan. 
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan – tindakan yang saling 
berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 
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oleh pejabat – pejabat pemerintah, dan bukan keputusan – keputusan 
yang berdiri sendiri. 
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam 
bidang – bidang tertentu. 
4. Kebijakan Publik munkin berbentuk positif, munkin pula negatif. Dalam 
bentuk yang positif, kebijakan publik munkin mencakup beberapa bentuk 
tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi 
penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang 
negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan – keputusan pejabat – 
pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan 
apa pun dalam masalah – masalah di mana campur tangan pemerintah 
itu sebernarnya justru amat diperlukan. 
Sedangkan menurut Anderson yang dikutip oleh Said Zainal Abidin dalam 
bukunya Kebijakan  Publik  (2012:22)  memberikan pengertian atas definisi 
kebijakan publik sebagai berikut :  
1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijkan 
tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatam 
membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijkan. 
2. Suatu kebijkan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. 
namun, ia berkaitan dengan kebijakan dalam masyarakat, berorientasi 
pada implementasi, interprestasi, dan penegakan hukum. 
3. Kebijkan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang 
masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. 
4. Kebijkan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa 
pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. 
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5. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai 
kewenangan untuk memaksa masyarkat mengikutinya. 
II.2.3 Proses Kebijakan Publik 
Proses Analisis Kebijakan Publik adalah serangkaian aktivitas intelektual 
yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik 
tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi 
kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, 
forecasting, rekomendasi kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah 
aktivitas yang lebih bersifat intelektual. 
Berikut adalah gambar yang menunjukkan proses kebijakan publik yang 
dikemukakan William N. Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijkan 
Publik (2013:24). 
Proses Kebijkan Publik 
Fase Karakteristik Ilustrasi 
Penyusunan 
Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan 
diangkat menempatkan 
masalah pada agenda publik. 
Banyak masalah tidak 
disentuh sama sekali, 
sementara lainnya ditunda 
untuk waktu lama.  
Legislator negara dan 
kosposornya menyiapkan 
rancangan undang- 
undang mengirimkan ke Komisi 
Kesehatan dan Kesejahteraan 
untuk dipelajari dan disetujui. 
Atau rancangan berhenti di 
komite dan tidak terpilih. 
Formulasi  
Kebijakan  
Para pejabat merumuskan 
alternatif kebijakan untuk 
mengatasi masalah. Alternatif 
kebijakan melihat perlunya 
membuat perintah eksekutif, 
keputusan peradilan dan 
Peradilan Negara Bagian 
mempertimbangkan 
pelarangan penggunaan tes 
kemampuan standar seperti 
SAT dengan alasan bahwa 
tes tersebut cenderung bias 
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Alternatif kebijakan yang 
diadopsi dengan dukungan 
dari mayoritas legislatif, 
konsensus di antara direktur 
lembaga atau keputusan 
peradilan.   
Dalam keputusan Mahkamah 
agung pada kasus Roe.v. Wade 
tercapai keputusan mayoritas 
bahwa wanita mempunyai hak 
untuk mengakhiri kehamilan 
melalui aborsi.  
Implementasi 
Kebijakan  
Kebijakan yang telah 
diambil dilaksanakan oleh 
unit-unit administrasi yang 
memobilisasikan 
sumberdaya finansial dan 
manusia.  
Bagian Keuangan Kota 
mengangkat pegawai untuk 
mendukung peraturan baru 
tentang penarikan pajak 
kepada rumah sakita yang 
tidak lagi memiliki status 
pengecualian pajak.  
Penilaian  
Kebijakan  




eksekutif, legislatif dan 
peradilan undang-undang 
dalam pembuatan kebijakan 
dan pencapaian tujuan.  
Kantor akuntansi public 
memantau program – program 
kesejahteraan sosial seperti 
bantuan untuk keluarga dengan 
anak tanggungan (AFDC) untuk 
menentukan luasnya 
penyimpangan/korupsi.  
Sumber : William N Dunn (2013:24) 
Tabel I Proses Kebijkan Publik 
II.2.4 Etika Dalam Administrasi Publik 
Etika administrasi Negara yaitu bidang pengetahuan tentang ajaran moral 
dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam 
menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya. Bidang 
pengetahuan ini diharapkan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, 
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pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap 
petugas guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan 
rakyat. 
Sebagai suatu bidang studi, kedudukan etika administrasi negara untuk 
sebagian termasuk dalam ilmu administrasi Negara dan sebagian yang lain 
tercakup dalam lingkungan studi filsafat. Dengan demikian etika admistrasi 
Negara sifatnya tidak lagi sepenuhnya empiris seperti halnya ilmu administrasi, 
melainkan bersifat normatif. Artinya etika administrasi Negara berusaha 
menentukan norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap 
petugas dalam melaksanakan fungsinya da memegang jabatannya. 
Etika administrasi Negara karena menyangkut kehidupan masyarakat, 
kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa yang demikian penting harus 
berlandaskan suatu ide pokok yang luhur. Dengan demikian, etika itu dapat 
melahirkan asas, standar, pedoman, dan kebajikan moral yang luhur pula. 
Sebuah ide agung dalam peradaban manusia sejak dahulu sampai sekarang 
yang sangat tepat untuk menjadi landasan ideal bagi etika administrasi Negara 
adalah Keadilan, dan memang inilah yang menjadi pangkal pengkajian Etika 
Admnistrasi Negara, untuk mewujudkan keadilan. 
Etika dalam administasi publik hakikatnya tidak mempersoalkan “benar 
atau salah” tetapi lebih menekankan kepada “baik dan buruk”. Dalam paradigma 
dikotomi politik dan administrasi pemerintah memeliki  fungsi yang berbeda, 
yakni fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik berkaitan dengan 
pembuatan kebijakan (public policy making) dan fungsi administrasi yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan tersebut. Hal ini berarti 
kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada politik sedangkan 
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pelaksanaan atas kebijakan politik ini merupakan kekuasaan dari administrtasi 
publik. Dalam kondisi ini administrasi publik dihadapkan kepada sesuatu yang 
dilematis mengingat adanya dikotomi anatara politik dan administrasi. Kebijakan 
yang dihasilkan dari konsensus politik harus bermain dalam tataran “benar atau 
salah” ketika dijalankan oleh administrasi publik. Disinilah etika diperlukan untuk 
dijadikan sebagai pedoman, referensi, dan petunjuk tentang apa ynag dilakukan 
dalam menjalankan kebijakan politik apakah dilaksanakan secara “baik atau 
buruk” karena administrasi publik bukan saja memiliki keterikatan dengan 
kebijakan politik tapi lebih dari itu juga berkait dengan manusia dan 
kemanusiaan, 
Di samping itu etika juga mempengaruhi bukan saja perilaku para 
penyelenggara administrasi publik tetapi perilaku dari masyarakat yang menjadi 
objek penetapan kebijakan. Birokrasi sebagai penyelenggara administrasi publik 
bekerja atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Hal ini berarti bahwa 
rakyat berharap adanya jaminan bahwa dalam penetapan kebijakan publik etika 
senantiasa dijadikan dasar. 
Sesungguhnya antara etika dan administrasi publik mempunyai landasan 
yang berbeda. Etika merupakan induknya filsafat nilai dan moral sedangkan 
administrasi publik merupakan dunianya keputusan dan tindakan. Etika bersifat 
abstrak dan berkenaan dengan persoalan “baik atau buruk” sedangkan 
administrasi publik bersifat konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan. 
II.2.5 Etika Dalam Kebijakan Publik 
Pengambilan keputusan di dalam organisasi – organisasi publik 
melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila perumusan kebijakan 
merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency), para 
29 
 
pemimpin politik, teknokrat, birokrat,  atau administrator, serta para pelaksana di 
lapangan. Tolak ukur keberhasilan pranata publik yang harus diperhatikan, 
setelah bangsa kita mengalami peningkatan kemakmuran ekonomis yang cukup 
besar, ialah terwujudnya keadilan sosial.  Nilai keadilan sosial yang ingin dicapai 
dengan tujuan tersusunnya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur 
sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun 
kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya akan 
mendapatkan bantuan seperlunya. Para pengambil keputusan hendaknya 
menyadari bahwa ditengah bergeloranya pembangunan yang dilancarkan 
ternyata masih terdapat kelompok – kelompok yang sangat tertinggal dalam 
mengembangkan dirinya, dan lebih celaka lagi mereka tidak  punya kemampuan 
meneriakkan derita dan penindasan yang mereka alami. Mereka adalah para 
penghuni permukiman kumuh, buruh tani, buruh nelayan, dan para pemulung di 
kota-kota yang semakin sesak. 
Dalam proses pembangunan di segala sektor, aparat negara acapkali 
mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan yang 
mengikat masyarakat umum degan tujuan demi tercapainya tingkat 
kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan-keputusan semacam itu 
tidak jarang dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga 
negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional 
atau  program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. 
Bukan rahasi lagi bahwa di negara kita ini pertimbangan – pertimbangan 
ekonomis, stabilitas, dan security sering mengalahkan pertimbangan-
pertimbangan aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai warga negara. 
Pembangunan politis dalam banyak hal telah disubordinasi oleh pembangunan 
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ekonomis maupun kebijakan-kebijakan pragmatis pejabat tertentu. 
Sesungguhnya sudah saatnya bagi kita untuk lebih memperhatikan kehendak 
rakyat yang sebenarnya sekaligus untuk mendidik mereka agar terlibat dalam 
gerak pembangunan dengan sepenuh hati. 
Proses perumusan (formulation) dan penerapan (implementation) 
kebijakan publik hendaknya juga harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu 
kebijakan pemerintah tidak hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, 
tetapi juga konsekuensi etis atau moral. Sebagai suatu produk hukum, kebijakan 
publik berisi perintah (keharusan) atau larangan. Barangsiapa yang melanggar 
perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka ia akan 
dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. 
Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang 
memperhatikan aspek dampak dan/ atau kemanfaatan dari kebijakan tersebut. 
Itulah sebabnya, sering kita saksikan bahwa kebijakan pemerintah sering ditolak 
oleh masyarakat (public veto) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis 
dan moral dalam masyarakat. Beberapa contoh konkrit kebijakan yang tidak 
populer dimata masyarakat adalah pembangunan waduk, pengurangan/ 
penghapusan subsidi BBM/ TDL, peningkatan tunjangan struktural pejabat tinggi, 
pembentukan lembaga-lembaga ekstra struktural yang membebani anggaran, 
dan sebagainya. 
Dikaitkan dengan definisi etika sebagaimana disebutkan diatas, maka 
suatu kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai benar – 
salah, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai baik – buruk. 
Sebab, suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara 
moral dan etis. Mengingat kelemahan dalam pendekatan yuridis yang selama ini 
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diterapkan, maka perlu dikembangkan pendekatan baru dalam perumusan 
kebijakan publik, yakni pendekatan etika / moral. Konsekuensi dari pendekatan 
baru ini adalah bahwa suatu kebijakan publik harus mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Keterikatannya untuk menjamin terselenggaranya kepentingan/ 
kesejahteraan rakyat banyak. 
2. Keterikatannya dengan upaya untuk memajukan daerah/ tanah air dimana 
kebijakan tersebut dirumuskan. 
II.2.6 Perubahan Paradigma Etika Birokrasi 
Sejarah etika dalam pelayanan publik dapat ditelusuri dalam tulisan 
Denhardt yang berjudul The Ethics of Public Service (1988). Penulis ini 
menggambarkan Sejarah etika pelayanan publik mulai dari karya Wayne 
A.R.Leys tahun 1944, yang oleh penulis disebut sebagai Model I – The 1940’s. 
Leys memberikan saran kepada pemerintah Amerika Serikat tentang bagaimana 
menghasilkan suatu good public policy decisions. Ia berpendapat bahwa sudah 
waktunya meninggalkan kebiasaan atau tradisi (custom) yang selama ini selalu 
menjadi pegangan utama dalam menentukan suatu pembuatan keputusan 
karena pemerintah terus berhadapan dengan berbagai masalah baru. Katanya, 
kebiasaan dan tradisi tersebut harus “digoyang” dengan standard etika yang ada 
dimana etika, katanya, harus dilihat sebagai source of doubt. Pertanyaan-
pertanyaan etika harus digunakan dalam menilai apakah suatu keputusan sudah 
dianggap baik atau tidak. Singkatnya, dalam model ini dikatakan bahwa agar 
menjadi etis, diperlukan seorang administrator senantiasa menguji dan 
mempertanyakan standard yang digunakan dalam pembuatan keputusan dari 
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pada hanya sekedar menerima atau tergantung pada kebiasaan dan tradisi yang 
ada. 
Hurst A. Anderson di tahun 1953 mengungkapkan dalam suatu pidatonya 
dengan judul Ethical Values in Administration (nilai-nilai etika dalam 
administrasi). Katanya, masalah etika sangat penting dalam setiap keputusan 
administratif, tidak hanya bagi mereka yang memformulasikan kebijakan publik, 
dan etika itu sendiri harus dipandang sebagai asumsi-asumsi yang menuntun 
kehidupan dan pekerjaan kita semua. Dengan kata lain, kita harus memiliki apa 
yang disebut philosophy of personal and social living. Oleh Denhardt pendapat ini 
diklasifikasikan sebagai Model II – The 1950’s, yang berintikan bahwa agar 
dianggap etis maka seorang administrator hendaknya menguji dan 
mempertanyakan standard atau asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar 
pembuatan keputusan. Standard-standard tersebut harus merefleksian nilai-nilai 
dasar masyarakat, dan tidak sekedar bergantung semata pada kebiasaan dan 
tradisi. Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai dasar (core 
values) masyarakat meliputi antara lain kebebasan, kesetaraan, keadilan, 
kebenaran, kebaikan dan keindahan.  
Tahun 1960an memunculkan suatu nuansa baru dalam etika pelayanan 
publik. Robert T.Golembiewski memaparkan dalam tulisannya yang berjudulkan 
Men, Management, dan Morality tahun 1965, bahwa praktek-praktek organisasi 
yang telah berlangsung sekian lama yang didasarkan pada teori-teori organisasi 
tradisional telah membawa dampak negatif pada individu-individu yang bekerja 
dalam organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, para individu tersebut merasa 
tertekan dan frustrasi dan karena itu sisi etika dari praktek tersebut perlu 
mendapatkan perhatian. Standard-standard yang telah ditetapkan dalam 
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organisasi jaman dulu belum tentu cocok sepanjang masa, karena itu harus 
dilihat apakah masih pantas dipertahankan atau tidak. Disini Golembiewski 
melihat etika sebagai contemporary standards of right conduct yang harus 
disesuaikan dengan perubahan waktu. Karena itu, Denhardt melihat pendapat ini 
sebagai Model III – 1960’s, yang pada dasarnya agar menjadi etis seorang 
administrator sebaiknya menguji dan mempertanyakan standard, atau asumsi 
yang melandasi pembuatan suatu keputusan. Standar-standard tersebut harus 
merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan tidak semata bergantung pada 
kebiasaan dan tradisi. Standard etika bisa berubah ketika kita mencapai suatu 
pemahaman yang lebih baik terhadap standard-standard moral yang absolut. 
Para ahli administrasi publik yang tergolong dalam masyarakat New 
Public Administration yang muncul di tahun 1970an, memberikan nuansa baru 
yaitu meminta agar administrator memperhatikan administrative responsibility. 
David K.Hart, salah seorang intelektualnya, menilai bahwa administrasi publik 
saat itu sudah bersifat impartial dan sudah waktunya merubah paradigma lama 
untuk memperbaiki kepercayaan publik yang waktu itu sudah pudar. Ia 
menyarankan agar social equity atau keadilan sosial harus menjadi pegangan 
pokok administrasi publik, sebagaimana disarankan oleh John Rawls dalam Teori 
Keadilan, yang dinilai benar-benar menggambarkan paradigma keadilan. Nilai 
keadilan yang disarankan disini sebenarnya hanyalah merupakan sebagian dari 
core values yang telah disebutkan diatas, sehingga pengalaman di tahun 1970-
an tersebut lebih menggambarkan penyempurnaan content atau isi dari etika itu 
sendiri, sebagai pelengkap dari tinjauan tentang process dan context yang telah 
diungkapkan dalam model-model sebelumnya. Dengan demikian, model ini 
disebut sebagai Model IV – the 1970’s, yang merupakan akumulasi 
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penyempurnaan dari model-model sebelumnya dimana dikatakan bahwa agar 
menjadi etis seorang administrator harus benar-benar memberi perhatian pada 
proses menguji dan mempertanyakan standard, atau asumsi yang melandasi 
pembuatan keputusan administratif. Standard-standard ini mungkin berubah dari 
waktu ke waktu dan administrator harus mampu merespons tantangan-tantangan 
dan tuntutan-tuntutan baru dengan memperbaharui standard-standard tersebut. 
Isi dari standard-standard tersebut harus mererfleksikan komitmen terhadap nilai-
nilai dasar masyarakat, dan administrator harus tahu bahwa ialah yang akan 
bertanggung jawab penuh terhadap standard-standard yang digunakan dan 
terhadap keputusan-keputusan itu sendiri.  
Setelah model keempat diatas, muncul beberapa pendapat yang secara 
signifikan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan paradigma etika 
pelayanan publik. Dua tokoh penting yang memberi kontribusi tersebut adalah 
John Rohr dalam karyanya Ethics for Bureaucrats (1978) dan Terry L. Cooper 
dalam The Responsible Administrator (1986). John Rohr dalam tulisannya 
memberikan sumbangan yang sangat berati yaitu bahwa dalam proses pengujian 
dan mempertanyakan standard dan asumsi yang digunakan dalam pengambilan 
keputusan diperlukan “independensi”, dan tidak boleh tergantung dari pemikiran 
pihak luar seperti Makamah Agung atau Pengadilan Negeri, dsb. Karena itu, 
Denhardt menyebutnya sebagai Model V – After Rohr, dimana dikatakan bahwa 
untuk dapat disebut etis maka seorang administrator harus secara independen 
masuk dalam proses menguji dan mempertanyakan standard-standard yang 
digunakan dalam pembuatan keputusan. Isi dari standard tersebut mungkin 
berubah dari waktu ke waktu ketika nilai-nilai sosial dipahami secara lebih baik 
atau ketika masalah-masalah sosial baru diungkapkan. Administrator harus 
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memahami bahwa ia akan bertanggung jawab baik secara perorangan maupun 
kelompok terhadap keputusan-keputusan yang dibuat dan terhadap standard 
etika yangdijadikan dasar keputusan-keputusan tersebut. 
Setelah Model V yang didasarkan pada pendapat John Rohr, 
menggambarkan suatu model akhir yang disebut Model VI – After Cooper. Model 
ini menggambarkan pemikiran Cooper bahwa antara administrator, organisasi, 
dan etika terdapat hubungan penting dimana etika para administrator justru 
sangat ditentukan oleh konteks organisasi dimana ia bekerja. Jadi lingkungan 
organisasi menjadi sangat menentukan, bahkan begitu menentukan sehingga 
seringkali para administrator hanya memiliki sedikit “otonomi beretika”. Dengan 
kata lain, agar dapat dikatakan etis apabila seorang administrator mampu 
mengatur secara independen proses menguji dan mempertanyakan standard 
yang digunakan dalam pembuatan keputusan, paling tidak keputusan yang 
secara sah dibuat pada tingkatan organisasi itu. Isi dari standard tersebut 
mungkin berubah dari waktu ke waktu bila nilainilai sosial dipahami secara lebih 
baik dan masalah-masalah sosial baru mulai terungkap. Administrator dalam hal 
ini harus siap menyesuaikan standard-standard tersebut dengan perubahan-
perubahan tersebut, senantiasa merefleksikan komitmennya pada nilai-nilai 
dasar masyarakat dan tujuan organisasinya. Administrator akan bertanggung 
jawab secara perorangan dan profesional, dan bertanggung jawab dalam 
organisasi terhadap keputusan yang dibuat dan terhadap standard etika yang 
digunakan dalam keputusan itu. 
Dari gambaran singkat tentang pergeseran paradigma etika pelayanan 
publik diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini etika dan moralitas sudah 
mendapatkan perhatian yang serius dalam dunia pelayanan publik atau 
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administrasi publik. Tiga hal pokok yang menarik perhatian dalam paradigma ini 
yaitu (1) proses menguji dan mempertanyakan standard etika dan asumsi, 
secara independen; (2) isi standard etika yang seharusnya merefleksikan nilai-
nilai dasar masyarakat dan perubahan standard tersebut baik sebagai akibat dari 
penyempurnaan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, maupun 
sebagai akibat dari munculnya masalah-masalah baru dari waktu ke waktu; dan 
(3) konteks organisasi dimana para administrator bekerja berdasarkan tujuan 
organisasi dan peranan yang dimainkan mereka, yang dapat mempengaruhi 
otonomi mereka dalam beretika. 
II.3 Etika Birokrasi Dan Implementasi Kebijakan 
II.3.1 Profesional 
Profesional merupakan turunan dari kata profesi, dimana kata profesi 
merupakan kata benda.  Apabila  kata  profesi  ditambahkan  akhiran  –  al  akan  
membentuk  kata  sifat, sehingga  kata  profesi  menjadi  kata  profesional  yang  
merupakan  kata  sifat.  Secara harafiah, profesional dapat diartikan seseorang 
yang terampil, ahli, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan 
profesinya. Seseorang  yang memiliki suatu profesi tertentu dapat dikatakan 
profesional, akan tetapi istilah profesional terkadang digunakan  untuk  suatu  
aktifitas  yang  menerima  bayaran,  sebagai  lawan  kata  dari amatir (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, 1999: 533). 
 Menurut Salam Burhanuddin dalam Bukunya Etika Sosial Asa Moral 
dalam Kehidupan ( 1997: 137) Profesional adalah orang yang memiliki profesi 
yang melakukan pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan 
mengandalkan keahlian  yang  tinggi. Jadi,  seseorang  yang  profesional  adalah  
seorang  yang  hidup  dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau 
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dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian. Orang 
yang profesional adalah orang yang tahu akan  keahlian  dan  keterampilannya,  
meluangkan  seluruh  waktunya  untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari 
situ, dan bangga akan pekerjaannya itu yang lebih menekankan pada 
pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. 
Menurut Darmastuti dalam bukunya Etika PR dan E-PR (2006: 93), 
Profesional  dipahami  sebagai  suatu  sifat  yang  dimiliki  seseorang  secara  
teknis dan operasional yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi. Batas-
batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional tidaknya 
seseorang dikaitkan dengan  kode  etik  perilaku  dan  kode  etik  profesi  sebagai  
standar  moral  yang berlaku dalam profesi tersebut. Secara ringkas dapat 
disimpulkan, untuk menjadi seorang  profesional,  ada  beberapa  sikap  yang  
dituntut  untuk  dimiliki,  yaitu; komitmen  tinggi,  tanggung  jawab,  berpikir  
obyektif,  menguasai  materi,  berpikir sistematis. 
Menurut  Muhammad dalam Bukunya Etika Profesi Hukum  (2001:  58)  
profesional  adalah  profesi  yang dirumuskan  sebagai  pekerjaan  tetap  bidang  
tertentu  berdasarkan  keahlian  khusus yang dilakukan secara bertanggung 
jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. 
Menurut Kansil dalam Bukunya Pokok  - Pokok Etika Profesi Hukum 
(2003:  4) profesional  adalah sesuatu  yang  bersangkutan  dengan  profesi,  
sesuatu  yang  memerlukan  kepandaian khusus untuk menjalankannya. 
Menurut Robert G. Murdick dan Joel Ross yang dikutip oleh Nawir Husin 
dalam Jurnalnya Profesionalisme Birokrasi Aparat Pemerintah Dalam 
Pelaksanaan Pelayanan Publik, Profesional didasarkan pada kriteria :  
a. Knowledge ( Pengetahuan ) 
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b. Compotent application ( aplikasi kecakapan ) 
c. Social Resposibility ( tanggung jawab sosisal ) 
d. Self – Control ( pengendalian diri ) 
e. Community Sanction ( sanksi masyarakat atau sosial ) 
II.3.2 Akuntabilitas 
II.3.2.1 Pengertian Akuntabilias 
Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan 
accoutability yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau 
dalam kata sifat disebut sebagai accountable. 
Menurut Webster yang dikutip oleh Waluyo dalam Bukunya Manajemen 
Publik (2007:190)  mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai  suatu  keadaan  yang  
dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, dan ankuntabel. Arti kata 
ankuntabel adalah : pertama,  dapat  diperhitungkan,  dapat  menjawab  pada  
atasan,  sebagaimana seorang  manusia  bertanggunggjawab  kepada  
Tuhannya  atas  apa  yang  telah dilakukan.  Kedua,  memiliki  kemampuan  
untuk  dipertanggunggugatkan  secara eksplisit,  dan  ketiga,  sesuatu  yang  
biasa  di  perhitungkan  atau dipertanggungjawabkan. 
Menurut Kohler yang dikutip oleh Waluyo dalam Bukunya Manajemen 
Publik (2007:191), akuntabilitas didefinisikan sebagai : 
a. Kewajiban  seseorang  (employee),  agen,  atau  orang  lain  untuk  
memberikan laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik 
atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau 
wewenang yang dimiliki. 
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b. Pengukuran  tanggungjawab  (responsibility)  atau  kewajiban  kepada  
seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar 
lain yang telah ditentukan terlebih dahulu. 
c. Kewajiban  membuktikan  manajemen  yang  baik,  pengendalian  (control)  
yang baik,  atau  kinerja  yang  baik  yang  diharuskan  oleh  hukum  yang  
berlaku, ketentuan-ketentuan  (regulation),  persetujuan  (agreement),  atau  
keabsaan (custom). 
Menurut Wahyudi  Kumorotomo dalam Bukunya Akuntabilitas Birokrasi 
Publik (2005:2) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang 
menunjukan apakah  aktivitas  birokrasi  publik  atau  pelayanan  yang  dilakukan  
oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh 
masyarakat dan  apakah  pelayanan  publik  tersebut  mampu  mengakomodasi  
kebutuhan masyarakat  yang  sesungguhnya. 
II.3.2.2 Tingkat Akuntabilitas 
Sumber : Modul Akuntabilitas LAN 
Gambar I Tingkat Akuntabilitas 
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Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas 
personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, 
dan akuntabilitas stakeholder. 
1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) 
Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri 
seseorang seperti kejujuran dan integritas. Pertanyaan yang digunakan 
untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal 
antara lain “Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan 
membuat perbedaan?”. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan 
dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. 
2. Akuntabilitas Individu 
Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan 
lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi 
kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan 
arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan 
hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung 
jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang 
digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah 
apakah individu mampu untuk mengatakan “Ini adalah tindakan yang telah 
saya lakukan,dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya 
menjadi lebih baik”. 
3. Akuntabilitas Kelompok 
Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam 
hal ini tidak ada istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”. Dalam 
kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan 
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dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada 
dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya 
kinerja organisasi yang diharapkan.  
4. Akuntabilitas Organisasi 
Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah 
dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap 
organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.  
5. Akuntabilitas Stakeholder 
Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, 
dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap 
kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder adalah tanggungjawab organisasi 
pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif 
dan bermartabat. 
II.3.3 Implementasi Kebijakan Publik 
II.3.3.1 Pengertian Impelemtasi Kebijakan 
Implementasi Kebijkan dilihat dari sudut pandang teori siklikal ( Cyclical 
Theory ), maka Implementasi itu akan diperlakukan sebgai suatu tahapan 
penting yang berlangsung dalam proses Kebijkan, terutama setelah wacana 
legal formal, biasanya berupa undang – undang, peraturan, ketetapan, atau 
bentuk – bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan demikian, 
Teori Siklikal akan menempatkan Implementasi sebagai aktivitas lanjutan, 
sesudah diberlakukannya undang – undang atau ketentuan perundanga. 
Sedangkan dalam arti seluas – luasnya, Implementasi juga sering 
dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan 
aktivitas yang yelah ditetapkan berdasarkan undang – undang dan menjadi 
42 
 
kesepakatan bersama di anatara beragam pemangku kepentingan ( 
Stakeholders ), aktor, organisasi ( publik dan privat ), prosedur, dan teknik 
secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan 
kebijkan ke arah tertentu yang dikehendaki 
Menurut Daniel Mazmanian  dan Paul Sabatier  yang dikutip oleh Leo 
Agustino dalam bukunya  Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2012:139) menyatakan 
bahwa : Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan dasar,  biasanya  dalam  
bentuk  undangundang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah  atau  
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.  
Lazimnya,  keputusan  tersebut mengidentifikasikan  masalah  yang  ingin 
diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  
dan berbagai  cara  untuk  men-strukturkan  atau mengatur proses 
implementasinya. 
Sementara itu, menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh Leo Agustino 
dalam bukunya  Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2012:139) menyatakan bahwa : 
Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan – keputusan 
kebijakan sebelumnya. 
II.3.3.2 Implementasi Etika Birokrasi 
Berbicara Etika Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari Etika Aparatur 
Birokrasi itu karena secara eksplisit Etika Birokrasi telah termuat dalam peraturan 
Kepegawaian yang mengatur para aparat Birokrasi (Pegawai negeri) itu 
sendiri. Birokrasi merupakan sebuah organisasi penyelenggara pemerintahan 
yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah dan memiliki jenjang atau tingkatan 
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yang disebut hierarki. Jadi Etika Birokrasi sangat terkait dengan tingkah laku para 
aparat birokrasi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aparat 
Birokrasi secara kongkrit di negara kita yaitu Pegawai Negeri baik itu Sipil 
maupun Militer, yang secara organisatoris dan hierarkis melaksanakan tugas dan 
fungsi masing-masing sesuai aturan yang telah ditetapkan. 
Etika Birokrasi merupakan bagian dari aturan main organisasi Birokrasi 
atau Pegawai Negeri yang kita kenal sebagai Kode Etik Pegawai Negeri, 
diatur oleh Undang-undang Kepegawaian. Kode Etik yang berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) disebut Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia 
(Sapta Prasetya KORPRI) dan di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
disebut Sapta Marga. Kode Etik itu dibaca secara bersama–sama pada 
kesempatan tertentu yang kadang-kadang diikuti oleh wejangan dari seorang 
pimpinanupacara yang disebut inspektur upacara (IRUP). Hal ini 
dimaksudkan untuk menciptakan kondisi–kondisi moril yang menguntungkan 
dalam organisasi yang berpengalaman dan menumbuhkan sikap 
mental dan moral yang baik. Kode Etik tersebut biasanya dibaca dalam upacara 
bendera, upacara bulanan atau upacara ulang tahun organisasi yang 
bersangkutan dan upacara–upacara nasional. 
Setiap organisasi, misalnya PNS atau TNI ada usaha untuk membentuk 
Kode Etik yang lebih mengikat atau mengatur anggotanya agar lebih beretika 
dan bermoral. Namun sampai sekarang belum diketahui sampai seberapa jauh 
dan juga belum dapat dipantau secara jelas apakah perbuatan seseorang 
melanggar Etika atau Kode Etik atau tidak, karena belum jelas batasannya dan 
apa sanksinya. Dengan demikian Kode Etik dapat benar-benar dipergunakan 
sebagai ukuran atau kriteria untuk menilai perilaku atau tingkah laku aparat 
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Birokrasi sehingga disebut beretika atau tidak. Namun demikian, apapun maksud 
yang hendak dicapai dengan membentuk dan ,menanamkan Kode Etik tersebut 
adalah demi terciptanya Aparat Birokrasi lebih jujur, lebih bertanggung jawab, 
lebih berdisiplin, dan lebih rajin serta yang terpenting lebih memiliki moral 
yang baik serta terhindar dari perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, 
nepotisme dan sebagainya. 
Agar tercipta Aparat Birokrasi yang lebih beretika sesuai harapan di atas, 
maka perlu usaha dan latihan ke arah itu serta penegakkan sangsi yang tegas 
dan jelas kepada mereka yang melanggar kode Etik atau aturan yang telah 
ditetapkan. 
II.4 Program Jaminan Kesehatan Nasional 
II.4.1 Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional 
         JKN) 
Sebelum membahas pengertian asuransi kesehatan sosial, beberapa 
pengertian yang patut diketahui terkait dengan asuransi tersebut adalah:  
• Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat 
wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas 
risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota 
keluarganya (UU SJSN No.40 ta hun 2004).  
• Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan 
program Jaminan Sosial oleh Badan Penyeleng gara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
• Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 




Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 
dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui 
mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) 
berdasarkan Undang  -Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi 
dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan masyarakat yang layak. 
II.4.2 Prinsip – Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional 
Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip - prinsip Sistem 
Jaminan Sosial Nasio nal (SJSN) berikut: 
a. Prinsip Kegotongroyongan 
Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup 
bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. 
Dalam SJSN, prinsip gotong  royong berarti peserta yang mampu membantu 
peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau 
yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini 
terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, 
tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong 
jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
b. Prinsip Nirlaba 
Pengelolaan dana amanat oleh Badan Pe  nyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit  oriented). 
Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar -be sarnya 
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kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana 
amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar -
besarnya untuk kepentingan peserta. Prinsip  keterbukaan,  kehati - 
hatian,  akuntabilitas,  efisiensi, dan efektivitas. Prinsip prinsip 
manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal 
dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 
c. Prinsip Portabilitas 
Prinsip portabilitas jaminan sosial dimak sudkan untuk memberikan jaminan 
yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan 
atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
d. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib 
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar selu ruh rakyat menjadi peserta 
sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi 
seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan 
ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. 
Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan 
itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, se hingga pada 
akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup se luruh 
rakyat. 
e. Prinsip Dana Amanat 
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada 
badan -badan penyelenggara untuk dikelola sebaik -baik nya dalam rangka 





f. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial 
Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 
sebesar- besar kepentingan peserta. 
II.5 Kerangka Konsep 
Kerangka  Pikir  merupakan  penjelasan  terhadap  hal-hal  yang  menjadi 
objek  permasalahan.  Kerangka  konsep  disusun  berdasarkan  tinjauan  
pustaka dan  hasil  penelitian  yang  relevan.  Dalam  penelitian  ini,  Etika 
Birokrasi dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang.  
Untuk  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  Masyarakat,  Organisasi  
perlu meyalani Masyarakat sesuai dengan Etika yang telah ditentukan. 
Menurut Cooper, Indikator yang digunakan untuk mengukur Administrator 
dikatakan Etis ada 3 yaitu : 1. Profesional (Professionally), 2. Tanggung Jawab 





















III.1 Pendekatan Penelitian 
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
III.2 Jenis/Tipe Penelitian 
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 
yang ada sekarang berdasarkan data-data. 
III.3 Lokasi Penelitian 
Penelitian  ini  dilakukan : 
1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang 
3. Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang 






III.4 Unit Analisis 
 Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis Etika 
dalam hal ini Etika Birokrasi dalam Implementasi Program Badan Penyelengara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Pinrang. 
III.5 Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat 
langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang 
dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Etika Birokrasi dalam 
Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang. 
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. 
3. Pegawai RSU Lasinrang Kabupaten Pinrang. 
4. Pegawai Puskesmas Sulili Kabupaten Pinrang. 
5. Masyarakat di Kabupaten Pinrang. 
III.6 Jenis Data 
 Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. 
Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) sebagaimana yang dikutip Lexi J. 
Moeleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 
dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 





III.6.1 Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
dari narasumber atau informasi yang dianggap berpotensi dalam memberikan 
informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 
III.6.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagian data pendukung data primer dari 
literature dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau 
instansi dengan permasalahan dilapangan yang terdpat pada lokasi penelitian 
berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
 Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi 
kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Wawancara Sistematis 
Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan informasi 
yang telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas, pengalaman, dan 
pengetahuan masing-masing. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi 
data yang diperoleh melalui obsevasi. 
2. Telaah Dokumen 
Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku 
referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian 
yang penulis lakukan. Telaah dokumen dilakukan dengan jalan melakukan 
penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan obyek 
penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam 
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menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, 
undang-undang dan dokumen yang relevan. 
3. Observasi 
Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 
data penelitian, data peneltian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti 
bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui 
pancaindera. 
III.8 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini mengenai Etika Birokrasi dalam Implementasi 
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Pinrang 
peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.  
Menurut Bogdan dan Biken (1982), analisis data kualitatif adalah upaya 
yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  
Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa 
tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan 
antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
kompatibel terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data 
yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data   reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
53 
 
catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan 
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam 
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan 
dalam tabel ataupun uraian penjelasan.  
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang 
pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. 
III.9 Fokus Penelitian 
1. Profesional 
Profesional merupakan turunan dari kata profesi, dimana kata profesi 
merupakan kata benda.  Apabila  kata  profesi  ditambahkan  akhiran  –  al  akan  
membentuk  kata  sifat, sehingga  kata  profesi  menjadi  kata  profesional  yang  
merupakan  kata  sifat.  Secara harafiah, profesional dapat diartikan seseorang 
yang terampil, ahli, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan 
profesinya. 
Profesional menurut pendapat Robert G. Murdick dan Joel Ross 







Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan Aparatur Pemerintah 
tentang pekerjaannya dan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan 
BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. 
b. Aplikasi Kecakapan 
Aplikasi Kecakapan yang dimaksud adalah Kecakapan Aparatur 
Pemerintah dalam memberikan Pelayanan ke Peserta BPJS Kesehatan di 
Kabupaten Pinrang. 
c. Tanggung Jawab Sosisal 
Tanggung Jawab Sosial yang dimaksud adalah Perilaku Aparatur 
Pemerintah dalam memberikan Pelayanan ke Peserta BPJS Kesehatan di 
Kabupaten Pinrang. 
d. Pengendalian Diri 
Pengendalian Diri yang dimaksud adalah Pengendalian Diri Aparatur 
Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Peserta BPJS 
Kesehatan yang Komplain. 
e. Sanksi Masyarakat 
Sanksi Masyrakat yang dimaksud adalah Sanksi Masyarakat berikan ke 
Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan BPJS Kesehatan. 
2. Tanggungjawab Personal 
Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri 
seseorang seperti kejujuran dan integritas. 
a. Kejujuran 
Kejujuran yang dimaksud adalah Kesesuaian waktu kerja Aparatur 




Integritas yang dimaksud adalah dalam melaksanakan tugasnya Aparatur 
Pemerintah sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 
3. Tanggungjawab Organisasi 
Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah 
dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi 
maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. 
a. Pelaporan Kinerja 
Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah  Pelaporan Kantor BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang setelah melaksanakan 
Program Kerja atau Kegiatan. 
b. Pelaporan Individu 
Pelaporan Individu yang dimaksud adalah Pelaporan Pelaporan Pegawai 
Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang setelah 
melaksanakan tugas yang diberikan. 
c. Pelaporan Organisasi 
Pelaporan Organisasi yang dimaksud adalah Pelaporan Organisasi – 
Organisasi yang bekerjasama denga BPJS Kesehatan dalam 









HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 Gambaran Umum BPJS Kesehatan 
IV.1.1 Sejarah BPJS Kesehatan 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang  Nomor 40 Tahun  2004  tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem 
Jaminan Sosial bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem 
jaminan  sosial nasional  perlu  dibentuk  badan  penyelenggara  yang  berbentuk  
badan  hukum publik  berdasarkan  prinsip kegotongroyongan, nirlaba, 
keterbukaan,  kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, 
dana amanat, dan hasil  pengelolaan  Dana  Jaminan  Sosial  dipergunakan  
seluruhnya  untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan Peserta. 
Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  
tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  maka  dibentuk  Badan  
penyelenggara  Jaminan  Sosial melalui  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  
2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-Undang 
ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 
BPJS  Kesehatan  mulai  beroperasi  menyelenggarakan  Program  
Jaminan Kesehatan  pada  tanggal  1  Januari  2014  dan  merupakan  





IV.1.2 Visi, Misi, Sasaran, dan Tata Nilai Organisasi 
IV.1.2.1 Visi BPJS Kesehatan 
“Cakupan Semesta 2019” 
Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki 
jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 
dan perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatannya  yang 
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. 
IV.1.2.2 Misi BPJS Kesehatan 
a. Membangun  kemitraan  strategis  dengan  berbagai  lembaga  dan 
mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  perluasan  kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN). 
b. Menjalankan  dan  memantapkan  sistem  jaminan  pelayanan  kesehatan 
yang  efektif,  efisien,  dan  bermutu  kepada  peserta  melalui  kemitraan 
yang optimal dengan fasilitas kesehatan. 
c. Mengoptimalkan  pengelolaan  dana  program  jaminan  sosial  dan  dana 
BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 
mendukung kesinambungan program. 
d. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata 
kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk 
mencapai kinerja unggul. 
e. Mengimplementasikan  dan  mengembangkan  sistem  perencanaan  dan 
evaluasi,  kajian, manajemen mutu  dan manajemen  risiko  atas  seluruh 
operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
f. Mengembangkan  dan  memantapkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  
untuk  mendukung  keseluruhan  operasionalisasi  BPJS Kesehatan. 
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IV.1.2.3 Sasaran BPJS Kesehatan 
a. Tercapainya  kepesertaan  semesta  sesuai  peta  jalan  menuju  Jaminan 
Kesehatan Nasional tahun 2019.  
b. Tercapainya  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  yang  optimal  dan 
berkesinambungan. 
c. Terciptanya  kelembagaan  BPJS  Kesehatan  yang  handal,  unggul  dan 
terpercaya. 
IV.1.2.4 Tata Nilai Organisasi 
BPJS  Kesehatan  menetapkan  dan  mengembangkan  tata  nilai  
organisasi yang terdiri atas 4 (empat) elemen, yaitu : 
a. Integritas merupakan  prinsip  dalam menjalankan setiap  tugas dan  
tanggung  jawab melalui  keselarasan  berpikir,  berkata  dan  berperilaku  
sesuai  keadaan sebenarnya. 
b. Profesional merupakan  karakter  dalam  menjalankan  tugas  dengan  
kesungguhan, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan. 
c. Pelayanan Prima merupakan  tekad  dalam  memperikan  pelayanan  
terbaik  dengan  ikhlas kepada seluruh peserta . 
d. Efisiensi Operasional merupakan  upaya  untuk  mencapai  kinerja  
optimal  melalui perencanaan yang tepat dan penggunaan anggaran yang 
rasional sesuai kebutuhan. 
IV.1.3 Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan 
IV.1.31 Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI 
Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta 
PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di 
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bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh 
Kementerian Sosial. 
Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat 
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK 
Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pemda yang mengintegrasikan program 
Jamkesda ke program JKN. 
IV.1.3.2 Pendafataran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU 
1. Perusahaan / Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota 
keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan : 
a. Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya 
b. Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang 
ditentukan oleh BPJS Kesehatan. 
2. Perusahaan / Badan Usaha menerima  nomor Virtual Account (VA) untuk 
dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI) 
3. Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan 
untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh 
Perusahaan / Badan Usaha. 
IV.1.3.3 Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / PBPU 
 dan Bukan Pekerja : 
1. Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan 
2. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga 
3. Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan : 
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 
b. Fotokopi KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar 
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c. Fotokopi Buku Tabungan salah satu peserta yang ada didalam Kartu 
Keluarga 
d. Pasfoto 3 x 4, masing-masing sebanyak 1 lembar. 
4. Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA) 
5. Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI) 
6. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk 
dicetakkan kartu JKN. 
IV.1.4 Golongan 
IV.1.4.1 Golongan Kepangkatan PNS 
Terdiri dari 4 Golongan, Yaitu : 
1. Golongan I, Meliputi : 
a. Golongan I a (Juru Muda) 
b. Golongan I b (Juru Muda Tingkat I) 
c. Golongan I c (Juru) 
d. Golongan I d (Juru Tingkat I) 
2. Golongan II, Meliputi : 
a. Golongan II a (Pengatur Muda) 
b. Golongan II b (Pengatur Muda Tingkat I) 
c. Golongan II c (Pengatur) 
d. Golongan II d (Pengatur Tingkat I) 
3. Golongan III, Meliputi : 
a. Golongan III a (Penata Muda) 
b. Golongan III b (Penata Muda Tingkat I) 
c. Golongan III c (Penata) 
d. Golongan III d (Penata Tingkat I) 
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4. Golongan IV, Meliputi : 
a. Golongan IV a (Pembina) 
b. Golongan IV b (Pembina Tingkat I) 
c. Golongan IV c (Pembina Utama Muda) 
d. Golongan IV d Pembina Utama Madya) 
e. Golongan IV e Pembina Utama) 
IV.1.4.2 Penyertaraan Golongan 
1. Penyetaraan Golongan PNS dengan TNI dan Polri : 
Sumber : Pedoman Tatalaksana Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan 
Tabel II Penyertaraan Golongan 
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2. Pejabat Negara, Penerima Pensiun Pejabat Negara dan Perintis 
Kemerdekaan disertakan PNS Golongan IV 
3. Veteran disertakan dengan PNS Golongan III 
IV.1.5 Iuran 
IV.1.5.1 Jumlah Pembayaran Iuran 
1. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar 
oleh Pemerintah. 
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, 
pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% 
(lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga 
persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh 
peserta. 
3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD 
dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per 
bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 
1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak 
ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 
1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh 
pekerja penerima upah. 
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima 
upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 
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a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang 
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. 
b. Sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang 
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 
c. Sebesar Rp. 59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per 
orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, 
duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, 
iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima 
persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa 
kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan 
IV.1.5.2 Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran 
1. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan 
denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang 
tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan 
bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. 
2. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan 
Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 
bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) 
bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. 
IV.1.6 Persyaratan Menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
IV.1.6.1 Untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki : 
1. Surat Ijin Operasional 
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2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau 
Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain 
3. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik 
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan 
5. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan 
6. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
IV.1.6.2 Untuk Praktik Dokter atau Dokter Gigi harus memiliki : 
1. Surat Ijin Praktik 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
3. Perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya 
4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN 
IV.1.6.3 Untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki : 
1. Surat Ijin Operasional 
2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker 
(SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) 
bagi tenaga kesehatan lain; 
3. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan 
4. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN 
IV.1.6.4 Untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus 
  memiliki : 
1. Surat Ijin Operasional 
2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik 
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3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan 
4. Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan 
5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
IV.1.7 Bentuk Kartu Identitas Peserta 
1. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 
 Sumber : Pedoman Tatalaksana Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan 
Gambar III Kartu KIS 
2. Kartu BPJS Kesehatan 
Sumber : Pedoman Tatalaksana Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan 
Gambar IV Kartu BPJS Kesehatan 
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3. Electronic Identity e-ID 
Sumber : Pedoman Tatalaksana Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan 
Gambar V Kartu Electronic Identity e-ID  
IV.2 Gamabaran Umum BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK ( Kantor 
        Layanan Operasional Kabupaten/Kota ) Pinrang 
IV.2.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK 
           Pinrang 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 




IV.2.2 Jumlah Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang 
Keterangan Jumlah 
Penduduk Kabupaten Pinrang 361,297 
Peserta BPJS Kesehatan 168,320 
Kecamatan 12 
Desa 108 
   Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Tabel III Jumlah Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang 
IV.3 Hasil Penelitian 
IV.3.1 Implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang 
Dalam melihat sejauh mana Implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten 
Pinrang kita dapat mengukurnya dengan Tujuan/Sasaran dari BPJS Kesehatan, 
yaitu : 
IV.3.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 
Sesuai dengan proses Pendaftaran Kepersetaan BPJS Kesehatan di 
Kabupaten Pinrang terbagi atas 2 Tahap, yaitu : Tahap Pertama, dimulai  1 
Januari  2014 peserta  Askes  beserta keluarganya  dialihkan  ke  BPJS  
Kesehatan. Dan  Tahap  kedua, dimulai  tanggal  1  Januari 2019  yang  belum  
masuk  sebagai  peserta BPJS  Kesehatan  harus  masuk  karena Kepesertaan  
BPJS  Kesehatan  bersifat  wajib untuk  masyarakat  terutama  masyarakat  yang 
kurang  mampu  untuk mengantisipasi biaya pengobatan yang sangat  mahal 
ketika sakit 
Berdasarkan tabel III pada bulan  November  2015  peserta BPJS  
Kesehatan  di  Kabupaten Pinrang  berjumlah 168.320  jiwa.  Jumlah peserta 
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tersebut belum setengah dari jumlah penduduk di  Kabupaten Pinrang yang  
memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak 361.297  jiwa.. 
Sesuai dengan penjelasan di atas Penduduk Kabupaten Pinrang yang 
sudah mendaftar BPJS Kesehatan berjumlah 46%. Maka target seluruh 
Masyarakat Pinrang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat terpenuhi. 
Serta dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Pinrang menhapus Jamkesda 
mulai Tahun 2016. 
Ini sesuai dengan perkataan Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten  
Pinrang Pak Muhammad Ridha, beliau mengatakan : 
“Saya mengaharapkan bagi Masyarakat Kabupaten Pinrang agar 
mendaftarkan diri beserta keluarganya dalam Program BPJS Kesehatan 
karena mulai  Tahun 2015 Jamkesda akan dihapuskan dan sesuai 
dengan visi BPJS Kesehatan yaitu : pada tahun 2019  semua  warga  
negara  Indonesia  sudah menjadi peserta BPJS.” (Hasil Wawancara 
Tanggal 22 September 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Sulili Pak Amtsyir 
Muhadi, beliau mengatakan : 
“Mulai tahun depan pelayanan Kesehatan di Puskesmas sudah 
menggunkan BPJS Kesehatan karena JAMKESDA akan dihapuskan.” 
(Hasil Wawancara Tanggal 10 Oktober 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan 
Implementasi Program BPJS Kesehaatan di Kabupaten Pinrang baru sebatas 
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan (Kartu 
Indonesia Sehat) mulai di terapkan tanggal 1 Januari 2016. Dengan di 
terapkannya KIS maka Program JAMKESDA Kabupaten Pinrang di berhentikan. 
IV.3.1.2 Jaminan Kesehatan Yang Optimal Dan Berkesinambungan 
Sesuai dengan Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan 
di Kabupaten Pinrang terbagi atas 3, yaitu : 1. Fasiltas Kesehatan Tingkat 
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Pertama, 2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua, 3. Fasilitas Kesehatan 
Penunjang. 
Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari: 
1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama : 
a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan dan 
Puskesmas Perawatan (Puskesmas dengan Tempat Tidur). 
b. Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
 TNI Angkatan Darat : Poliklinik kesehatan dan Pos Kesehatan. 
 TNI Angkatan Laut : Balai kesehatan A dan D, Balai Pengobatan A, B, 
dan C, Lembaga Kesehatan Kelautan dan Lembaga Kedokteran Gigi. 
 TNI Angkatan Udara : Seksi kesehatan TNI AU, Lembaga Kesehatan 
Penerbangan dan Antariksa (Laksepra) dan Lembaga Kesehatan Gigi 
& Mulut (Lakesgilut). 
c. Fasilitas Kesehatan milik Polisi Republik Indonesia (POLRI), terdiri dari 
Poliklinik Induk POLRI, Poliklinik Umum POLRI, Poliklinik Lain milik 
POLRI dan Tempat Perawatan Sementara (TPS) POLRI.  
d. Praktek Dokter Umum / Klinik Umum, terdiri dari Praktek Dokter Umum 
Perseorangan, Praktek Dokter Umum Bersama, Klinik Dokter Umum / 
Klinik 24 Jam, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, RS Pratama. 
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan : 
a. Rumah Sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat 
(RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum TNI, RS 
Umum Bhayangkara (POLRI), RS Umum Swasta, RS Khusus, RS 
Khusus Jantung (Kardiovaskular), RS Khusus Kanker (Onkologi), RS 
Khusus Paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, 
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RS Khusus Jiwa, RS Khusus Lain yang telah terakreditasi, RS Bergerak 
dan RS Lapangan. 
b. Balai Kesehatan, terdiri dari : Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai 
Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Balai 
Kesehatan Jiwa. 
3. Fasilitas Kesehatan Penunjang yang tidak bekerjasama secara langsung 
dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan 
tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan, meliputi : 
a. Laboratorium Kesehatan 
b. Apotek 
c. Unit Transfusi Darah 
d. Optik 
Agar Lebih jelas tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan kita dapat 





IV.3.1.2.1 Prosedur Umum 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Gambar VII Prosedur Umum 
 IV.3.1.2.2 Prosedur Pelayanan Rawat Jalan di Faskes Tingkat Pertama 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 




IV.3.1.2.3 Prosedur Pelayanan Kesehatan di Faskes Rujukan Tingkat 
      Lanjutan 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Gambar IX Prosedur Pelayanan Kesehatan di Faskes Rujukan Tingkat 
Lanjutan 
Berdasarkan keterangan di atas secara sistem BPJS Kesehatan sudah 
melakukan Jaminan Kesehatan yang Optimal dan Berkesinambungan akan 
tetapi masih ada beberapa kekurangan yang terjadi saat sosialisasi kepada 
Masyarakat sehingga terjadi beberapa kejadian yaitu : Kurangnya Berkas 
Administrasi Peserta BPJS Kesehatan sehingga dia tidak dilayani di Rumah 
Sakit. Berkas yang sering tidak lengkap adalah Surat Keterangan Kuliah dan 
Pembayaran SPP Terakhir Peserta BPJS Kesehatan yang masih berstatus 
Mahasiswa. 
IV.3.1.3 Kelembagaan BPJS Kesehatan Yang Handal, Unggul Dan 
 Terpercaya 
BPJS Kesehatan KLOK Pinrang sudah menjadi Lembaga di percaya 
dalam menjalankan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Ini dapat dilihat 
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dengan bekerjasamanya beberapa FASKES di Kabupaten Pinrang bersama 
BPJS Kesehatan KLOK Pinrang dalam memberikan Pelayanan Kesehatan 
terhadap Masyarakat di Kabupaten Pinrang. Berikut ini daftar FASKES yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KLOK Pinrang : 
IV.3.1.3.1 Rumah Sakit 
Sumber : KLOK BPJS Kesehatan Kabupaten Pinrang 
Tabel IV Rumah Sakit 
 IV.3.1.3.2 Puskesmas 
Sumber : KLOK BPJS Kesehatan Kabupaten Pinrang 
Tabel V Puskesmas 
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IV.3.1.3.3 Dokter Praktek Perorangan 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Tabel VI Dokter Praktek Perorangan 
 IV.3.1.3.4 Dokter Gigi Praktik 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Tabel VII Dokter Gigi Praktik 
IV.3.1.3.5 Klinik Pratama 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 







IV.3.1.3.6 Klinik TNI 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Tabel IX Klinik TNI 
IV.3.1.3.7 Klinik POLRI 
Sumber BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Tabel X Klinik POLRI 
IV.3.1.3.8 Apotik 
Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Tabel XI Apotik 
IV.3.1.3.9 Optik 
Sumber : KLOK BPJS Kesehatan Kabupaten Pinrang 
Tabel XII Optik 
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Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa BPJS 
Kesehatan sudah Ungul dan Terpercaya dengan banyaknya FASKES yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi BPJS Kesehatan yang 
handal belum bisa terwujud karena kurangnya sosialisasi kepada Masyarkat 
sehingga terjadi beberapa masalah dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan di 
Kabupaten Pinrang. 
IV.3.2 Etika Birokrasi Dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di 
          Kabupaten Pinrang 
Program BPJS Kesehatan telah diimplementasikan di seluruh kabupaten 
di Indonesia. salah satunya di Kabupaten Pinrang. Hingga kini, pelaksanaan 
BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh PPK I (Puskesmas dan klinik) maupun 
PPK II (Rumah Sakit) di lapangan masih banyak menemui permasalahan. 
Beberapa fakta yang terjadi  Terlantarnya pasien BPJS Kesehatan saat mencari 
pengobatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, sulitnya mencari ruang perawatan 
Rumah Sakit, lambatnya penanganan terhadap pasien BPJS Kesehatan dan 
Setelah melakukan observasi awal di lapangan terdapat beberapa masalah, yaitu 
: Kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat sehingga banyak 
masyarakat yang tidak mengerti tentang Program dan Prosedur  BPJS 
Kesehatan terutama masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten  dan 
adanya beberapa perilaku  oknum  pemberi pelayanan yang diskriminatif. 
Oleh karena itu, Peran Etika dalam Pelayan BPJS Kesehatan di 
Kabupaten Pinrang sangat penting sebagai upaya memberikan pelayanan sesuai 
dengan Aturan dan Kode Etik yang telah dibuat. Diharapkan dengan 
menerapkan Kode Etik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak 
ada yang merasa dibedakan dengan yang lain. 
77 
 
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui gambaran Umum Etika Birokrasi 
dalam Implementasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. 
Didasarkan pada 3 Indikator untuk menilai Etika Birokrasi, Yaitu : 
1. Profesional 
2. Tanggung Jawab Personal 
3. Tanggung Jawab Organisasi 
Untuk lebih lengkapnya disajikan penjelasan berikut ini : 
IV.3.2.1 Profesional 
Profesional dapat diartikan seseorang yang terampil, ahli, handal dan 
sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Seseorang  dapat  
dikatakan  profesional  dalam  melakukan  kegiatan  profesinya sudah 
mempunyai pengetahuan dalam menjalankan tugasnya, Kecapakan memberikan 
Pelayanan, bertanggung jawab sosial atau berperilaku baik dalam memberikan 
Pelayanan, Pengendalian Diri dalam menyelesaikan Permasalahan Peserta 
BPJS Kesehatan, dan Sanksi Masyarakat yang diberikan saat melakukan 
kesalahan dalam melaksakan Program BPJS Kesehatan. 
Dalam hal ini untuk melihat keprofesionalan birokrasi dalam 
melaksanakan program BPJS Kesehatan ada beberapa Indikator di antaranya : 
IV.3.2.1.1 Pengetahuan 
Yaitu Pengetahuan Aparatur Pemerintah tentang pekerjaannya dan BPJS 
Kesehatan dalam menyelenggarakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. 
Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu 
Hartati, beliau mengatakan : 
“Seluruh Pegawai di BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK 
Pinrang sudah melalui Pelatihan yang diadakan di BPJS Kesehatan 
Cabang Pare – Pare sehingga Pengetahuan Pegawai sudah tidak perlu 
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diragukan lagi. Serta bagi Rumah Sakit, Puskesmas dan Kantor 
Pemerintahan kami selalu melakukan sosialisasi sesuai dengan Jadwal 
yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Penanggung Jawab BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Ibu Musdalipa Tohang, beliau 
mengatakan : 
“Tingkat Pengetahuan Pegawai di Rumah Sakit ini tentang BPJS 
Kesehatan sudah bagus karena Kantor BPJS Kesehatan biasa 
melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Pegawai di sini jika ada 
perubahan.” (Hasil Wawancara Tanggal 12 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Sulili Pak Amtsyir 
Muhadi, beliau mengatakan : 
“Seluruh pegawai sudah mengetahui tentang BPJS Kesehatan. Berkat 
adanya pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas 
Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 10 Oktober 2015) 
Adapun  tanggapan  Peserta BPJS Kesehatan mengenai Pengetahuan 
Pegawai tentang Pelayanan BPJS Kesehatan Pak Sudirman, beliau 
mengatakan: 
“Pengetahuan pegawai memang sudah bagus. Contoh saat saya pergi ke 
Puskesmas di luar kelurahan Pegawai di sana meberikan saya Informasi 
Baru bahwa Peserta BPJS Kesehatan yang mau berobat di FASKES 
Tingkat 1 harus sesuai dengan Wilayah FASKES tersebut kecuali dalam 
keadaan darurat bisa dilayani di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di 
seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 20 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Peserta BPJS Kesehatan berobat di 
Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Pak La Malla, beliau mengatakan : 
“Pegawai di Rumah Umum masih mengetahui tugas nya dalam melayani 
Masyarakat. Contohnya saat saya baru pertama kali ke Rumah Sakit 
untuk berobat menggunakan BPJS Kesehatan, Pegawai di tempat 
pendafataran memberikan penjelasan secara baik tentang bagaimana 
proses berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Serta saat saya berada 
di ruang BPJS Kesehatan Rumah Sakit, Saya juga diberitahukan 
beberapa berkas yang harus dipenuhi bagi Peserta BPJS yang berstatus 
Mahasiswa.” (Hasil Wawancara Tanggal 23 Oktober 2015) 
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Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Aparatur Pemerintah sudah mengetahui tugas – 
tugasnya dan BPJS Kesehatan dalam melayani Masyarakat. Akan tetapi masih 
ada beberapa Masyarakat yang kurang mengetahui tentang BPJS Kesehatan 
sehingga menyebabkan terjadinya kesapahaman antara Aparatur Pemerintah 
dengan Masyarakat ini terjadi karena kurangnya sosialisasi di daerah luar Kota 
Pinrang sehingga ada beberapa Masyarakat yang tidak mengetahui tentang 
BPJS Kesehatan. 
IV.3.2.1.2 Aplikasi Kecakapan 
Yaitu Kecakapan Aparatur Pemerintah dalam memberikan Pelayanan ke 
Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Menurut Pegawai BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Nia, beliau mengatakan : 
“Seluruh Pegawai di BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK 
Pinrang sudah melalui Pelatihan – Pelatihan yang di adakan oleh BPJS 
Kesehatan sehingga saya dapat memberikan Pelayanan secara 
maksimal kepada masyarakat. Serta penempatan pegawai disesuaikan 
dengan keahliannya sehingga jarang terjadi kesalahan yang tidak 
diiginkan.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Penanggung Jawab BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Ibu Musdalipa Tohang, beliau 
mengatakan : 
“Seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sudah cakap karena 
Pelayanan BPJS Kesehatan sudah berbasis Electronic sehingga 
pengawai mau tidak mau harus belajar teknologi.” (Hasil Wawancara 
Tanggal 12 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Sulili Pak Amtsyir 
Muhadi, beliau mengatakan : 
“Seluruh pegawai di Puskesmas Sulili sudah cakap dalam memberikan 
Pelayanan kepada Masyarakat. Ini dapat kita dengan kurangnya Laporan 
negatif dari Masyarakat  atas Pelayanan yang berikan.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 10 Oktober 2015) 
80 
 
Adapun  tanggapan Peserta BPJS Kesehatan mengenai Kecakapan 
Pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang Pak 
Akzan Waris, beliau mengatakan : 
“Pegawai dibagian Pendaftaran sangat cakap melayani dan memberikan 
Informasi kepada Saya. Mulai proses pengisian biodata, tata cara 
pembayaran iuran, FASKES yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 
dan Lain – Lain, Semuanya dijelaskan secara baik dan mudah saya 
mengerti.” (Hasil Wawancara Tanggal 21 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Peserta BPJS Kesehatan berobat di 
Puskesmas Sulili Ibu Rusnia, beliau mengatakan : 
“Selama saya berobat di Puskesmas Sulili, sebelum adanya BPJS 
Kesehatan pegawai sudah cakap dalam memberikan Pelayanan. Ini 
terbukti dengan Puskesmas Sulili menjadi Puskesmas terbaik di 
Kabupaten Pinrang.” (Hasil Wawancara Tanggal 3 November 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Aparatur Pemerintah sudah Cakap dalam 
memberikan Pelayanan kepada Masyarakat. Akan tetapi kurangnya Faslititas 
yang tersedia membuat beberapa Peserta BPJS Kesehatan tidak bisa dilayani 
secara baik. Contohnya, Kurangnya alat – alat medis di Puskesmas, Kurangnya 
tempat/ruangan rawat inap dan lain – lain. 
IV.3.2.1.3 Tanggung Jawab Sosial 
Yaitu Perilaku Aparatur Pemerintah dalam memberikan Pelayanan ke 
Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Menurut Peserta BPJS 
Kesehataan yang mendaftar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare 
KLOK Pinrang Pak Akzan Waris, beliau mengatakan : 
“Seluruh Pegawai berperilaku baik dalam melayani. Mulai saat kita masuk 
sudah di sapa  sampai kita keluar dari Kantor ini.” (Hasil Wawancara 




Hal yang sama juga dikatakan oleh Peserta BPJS Kesehatan berobat di 
Puskesmas Sulili Ibu Rusnia, beliau mengatakan : 
“Pagawai di puskesmas ini perilakunya sangat baik. Karena biarpun 
keluarganya yang datang berobat pasti mereka dilayani sesuai dengan 
nomor urut dan pelayanan sudah berdasarkan budaya orang sini.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 3 November 2015) 
Hal tersebut berbeda dengan pendapat Peserta BPJS Kesehatan berobat 
di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Pak Muhammad Suharyadi, beliau 
mengatakan : 
“Perilaku pegawai di Rumah Sakit masih belum bisa dikatan baik. Karena 
saat kita mau rawat inap yang mencari kamar kosong adalah keluarga 
pasien seharusnya pegawai yang memberikan daftar kamar kosong ke 
keluarga pasien bukan malah sebaliknya.” (Hasil Wawancara Tanggal 3 
November 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa belum semua Aparatur Pemerintah berperilaku 
baik dalam memberikan Pelayanan terutama di tingkat FASKES. Hal yang biasa 
dipermasaalahkan oleh Peserta BPJS yang berobat di Rumah Sakit adalah 
pemberian pelayanan peserta BPJS Kesehatan antara Kelas 1, Kelas 2, dan 
Kelas 3. Ini disebabkan karena kurang maksimalnya Sosialisasi kepada 
Masyarakat sehingga ada perberdaan pengetahuan antara Pihak FAKES dengan 
Masyarakat padahal perbedaannya hanyalah Fasilitas yang diberikan sedangkan 
yang lainnya sama. 
IV.3.2.1.4 Pengendalian Diri 
Yaitu Pengendalian Diri Aparatur Pemerintah dalam menyelesaikan 
permasalahan Peserta BPJS Kesehatan yang Komplain. Menurut Kepala BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau mengatakan : 
“Penyelesaian masalah dilakukan tampa memihak Peserta atau FASKES. 
Kami mengumpulkan bukti – bukti terlebih dahulu setalah di analisa baru 
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bisa memberikan bantuan kepada Peserta BPJS.” (Hasil Wawancara 
Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pegawai BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Nia, beliau mengatakan : 
“Setiap Peserta BPJS Kesehatan melakukan Komplain kami dengar 
secara seksama kemudian kami melihat aturan dan menghubungi 
FASKES tersebut. Setetah itu kami memberikan penjelasan agar dapat 
menenangkannya jika dia dalam keadaan marah dan memberikan solusi 
setalah dia tenang.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Pengendalian Diri dalam menangani Masalah 
Peserta BPJS Kesehatan yang melakukan Komplain sudah baik. Salah satu 
contohnya saat ada Peserta BPJS Kesehatan yang melakukan Komplain karena 
ada pembelian Obat yang seharusnya digratiskan. Pegawai di BPJS Kesehatan 
Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang mendengarkan semua yang dibicarakannya 
hingga selesai. Setelah itu Pegawai tersebut menenangkannya dan memberikan 
penjelasan bahwa kebetulan stock obat di Apotik FASKES sudah habis sehingga 
Pihak FASKES menyuruh anda untuk membelinya diluar. 
IV.3.2.1.5 Sanksi Masyarakat 
Yaitu Sanksi Masyrakat yang berikan ke Aparatur Pemerintah dalam 
menyelenggarakan BPJS Kesehatan. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau mengatakan : 
“Sanksi Masyarakat tidak ada. Akan tetapi sarannya kami jadikan sebagai 
masukan bagi kami untuk memberikan Pelayanan yang lebih baik.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pegawai BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Nia, beliau mengatakan : 
“Sanksi Masyarkat secara langsung tidak ada. Tetapi teguran atau 
masukan dari Masyarkat akan menjadi pembelajaran dan pemberi 
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semangat agar kami lebih baik lagi dalam memberikan Pelayanan.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Sanksi Masyarakat bagi Aparatur Pemerintah 
tidak ada tetapi kritik dan saran dari masyarkat akan menjadi pembelajaran dan 
masukan bagi BPJS Kesehatan agar memberikan Pelayanan yang lebih baik. 
IV.3.2.2 Tanggung Jawab Personal 
Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran 
dan integritas. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab personal dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh organisasi jika dia sudah menarapkan 
kejujuran waktu kerja dan integritas tugasnya sesuai dengan standar. 
Dalam hal ini untuk melihat Tanggung Jawab Personal birokrasi dalam 
melaksanakan program BPJS Kesehatan ada beberapa Indikator di antaranya : 
IV.3.2.2.1 Kejujuran 
Yaitu Kesesuaian waktu kerja Aparatur Pemerintah dengan Jam Kerja 
yang telah dibuat oleh Oraganisasi. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau mengatakan : 
“Dengan jumlah pegawai yang tidal kurang atau lebih maka setiap 
pegawai selalu datang sebelum waktu masuk kantor dan pulang melebihi 
waktu kerja.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pegawai BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Nia, beliau mengatakan : 
“Pegawai di sini terbatas sehingga tidak ada boleh datang terlambat 
ataupun pulang cepat. Jadi setiap pegawai selalu tepat waktu dalam 
bekerja karena tidak akan ada yang mengerjakan tugasnya jika dia tidak 
datang kecuali Izin.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
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Hal yang sama juga dikatakan oleh Penanggung Jawab BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Ibu Musdalipa Tohang, beliau 
mengatakan : 
“FASKES tingkat 2 di Kabupaten Pinrang ada 2 yaitu : RSU Lasinrang 
Pinrang dan RS Asiyiyah St. Khadijah Pinrang. Dengan RSU Lasinrang 
salah satunya maka pegawainya harus tepat waktu dalam bekerja. Tidak 
ada yang datang terlambat dan pulang cepat.” (Hasil Wawancara Tanggal 
12 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Sulili Pak Amtsyir 
Muhadi, beliau mengatakan : 
“Seluruh pegawai di puskesmas ini selalu datang sebelum apel jika 
terlambat saya akan memberikan hukuman sesuai dengan aturan yang 
kami buat. Serta seluruh pegawai tidak boleh pulang sebelum jam 14.00 
WITA untuk hari senin sampai kamis, jam 11.30 WITA untuk hari jumat, 
dan 13.00 WITA untuk hari sabtu. Kecuali pelayanan Persalinan dan 
P3K/UGD dibuka 24 Jam.” (Hasil Wawancara Tanggal 10 Oktober 2015) 
Adapun  tanggapan Masyarkat mengenai Kesesuaian Jam Kerja Pegawai 
dengan Jam Kerja yang telah dibuat di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – 
Pare KLOK Pinrang Pak Imran, beliau mengatakan : 
“Sebelum kantor dibuka untuk melayani para pegawainya sudah datang 
dan biasanya pegawainya pulang saat malam hari atau kerja lembur.” 
(Hasil Wawancara Tanggal 3 November 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Aparatur Pemerintah sudah kerja sesuai 
dengan Waktu Operasional Kantor. Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – 
Pare KLOK Pinrang biasanya pegawai kerja lembur karena keterbatasan jumlah 
pegawai yang ada.  Di Rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang dengan menjadi 
FASKES Tingkat 2 di Kabupaten maka seluruh pegawai diwajibkan bekerja 
sesuai dengan waktu piketnya berhubung banyaknya pasien yang diberikan 
pelayanan kesehatan. Sedangakan di Puskesmas Sulili selalu megadakan Apel 
sebelum bekerja ini dilakukan untuk meminimalkan adanya pegawai yang datang 
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terlambat dan disediakannya rumah di samping Puskesmas bagi pegawai yang 
mendapat jadwal piket untuk memberikan pelayanan Persalinan dan UGD. Akan 
tetapi masih adanya beberapa pegawai yang meninggalkan tugasnya karena 
urusan pribadi. Seperti pegawai di bagian pelayanan kantor di Rumah Sakit 
Umum Lasinrang Pinrang dan di bagian data kepegawaian Puskesmas Sulili. 
IV.3.2.2.2 Integritas 
Yaitu dalam melaksanakan tugasnya Aparatur Pemerintah sudah sesuai 
dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau mengatakan : 
“Seluruh Pegawai dalam mengerjakan tugas sesuai dengan Standar. 
Salah contohnya pelayanan kepada masyarkat sudah ada pedoman yang 
mengatur tata cara pemberian pelayanan serta pedoman tersebut sudah 
dibawakan dalam meteri pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh 
BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 
Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Penanggung Jawab BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Ibu Musdalipa Tohang, beliau 
mengatakan : 
“Seluruh Pegawai di sini dalam melaksanakan tugasnya yang 
berhubungan dengan BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan Aturan yang 
dibuat oleh BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit ini. Yang diatur disini 
adalah segala yang berhubungan administrasi seperti : Mekanisme 
Pendafataran, Mekanisme Pengambilan Obat, Mekanisme Keuangan dan 
lain – lain. Sedangkan yang tidak berhubungan dengan Administrasi akan 
mengikuti SOP Rumah Sakit.” (Hasil Wawancara Tanggal 12 Oktober 
2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Sulili Pak Amtsyir 
Muhadi, beliau mengatakan : 
“Seluruh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan 
SPO dan SPM Puskesmas Sulili. Dan berkat sistem online dalam 
pelayanan BPJS maka mempermudah pegawai dalam memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan.” (Hasil 
Wawancara Tanggal 10 Oktober 2015) 
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Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Aparatur Pemerintah sudah menjalankan tugas 
nya sesuai dengan aturan – aturan yang telah dibuat. Akan tetapi karena 
kurangnya sosialisasi SPO dan SPM di Puskesmas Sulili ada beberapa 
masyarakat yang marah karena tidak dilayani padahal waktu pelayanan sudah 
selesai kecuaili bagi pasien UGD dan Persalinan. 
IV.3.2.3 Tanggung Jawab Organisasi 
Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan 
yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja 
organisasi kepada stakeholders lainnya. Birokrasi dapat dikatakan bertanggung 
jawab secara Organiasi dalam melaksakan Program Kerja atau Kegiatan selalu 
membuat Laporan Kinerja, Setiap Pegawai setelah melaksanakan tugasnya 
membuat Laporan Individu, dan Setiap Program Kerja atau Kegiatan yang 
diselenggarakan dengan Organisasi lain selalu membuat Laporan antara 
Organisasi. 
Dalam hal ini untuk melihat Tanggung Jawab Organisasi birokrasi dalam 
melaksanakan program BPJS Kesehatan ada beberapa Indikator di antaranya : 
IV.3.2.3.1 Pelaporan Kinerja 
Yaitu Pelaporan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK 
Pinrang setelah melaksanakan Program Kerja atau Kegiatan. Menurut Kepala 
BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau 
mengatakan : 
“Segala Program Kerja yang dilasakan selalu dilaporkan Ke BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare. Pelaporan Jumlah Peserta BPJS 
Kesehatan yang menggunakan BPJS Kesehatan selalu dilaporkan 
sebelum jam 17.00 WITA dan pelaporan lainnya dilaporkan setiap awal 
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bulan kecuali ada perubahan jadwal. Pelaporan Bulanan selalu dilakukan 
dengan Persentasi.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pegawai BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Nia, beliau mengatakan : 
“Pelaporan Program Kerja selalu di laporkan setiap hari ke BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare ini didukung dengan sistem online 
sehingga data – data peserta BPJS Kesehatan yang menggunakan BPJS 
Kesehatannya di setiap FASKES yang berada di Kabupaten Pinrang 
langsung terinput sampai di sini. Setelah itu kami olah dan analisis 
kemudian di kirim ke BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare sebelum kami 
pulang.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Pelaporan Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan didukung 
sistem online, Data – data Jumlah Pengguna BPJS Kesehatan bisa diketahui 
secara langsung. Serta dengan adanya pelaporan bulanan yang dilaksanakan di 
Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare bisa mengurangi jumlah kesalahan 
yang dilakukuan oleh manusia saat menginput data dan menambahkan data 
yang kurang saat menggunakan sistem online. 
IV.3.2.3.2 Pelaporan Individu 
Yaitu Pelaporan Pegawai Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – 
Pare KLOK Pinrang setelah melaksanakan tugas yang diberikan. Menurut 
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau 
mengatakan : 
“Dengan menggunakan Pelayanan berbasis Electronic dan didukung 
dengan sitem online maka setiap pegawai langsung terdata bagaimana 
mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Dan setiap bulan setiap 
pegawai membuat laporan individu karena tidak semua data bisa 
didapatkan dengan penggunaan sistem online. Serta karena jumlah 
pegawai yang terbatas memudahkan saya untuk melihat secata langsung 
bagaimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya.” (Hasil Wawancara 
Tanggal 19 Oktober 2015) 
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Hal yang sama juga dikatakan oleh Pegawai BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Nia, beliau mengatakan : 
“Pelaporan pegawai dilakukan secara online dan membuat laporan yang 
diberiakan ke Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK 
Pinrang. Pelaporan dalam bentuk online adalah segala kegiatan kita saat 
menggunakan Aplikasi BPJS Kesehatan dalam mengerjakan tugas serta 
laporan tertulis adalah laporan pendukung untuk menambahkan data 
yang kurang dalam laporan online pegawai yang dilaporkan setiap 
sebulan sekali.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa Pelaporan Pelaporan Pegawai Di Kantor BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang sudah dilaksanakan dengan baik. 
Dengan sistem online data – data pegawai langsung terinput ke Akun Kepala 
BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang dan untuk menutupi 
kekurangan penggunaan sistem online maka pegawai membuat laporang tertulis 
( dalam bentuk file) yang diberikan kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang. 
IV.3.2.3.3 Pelaporan Organisasi 
Yaitu Pelaporan Organisasi – Organisasi yang bekerjasama denga BPJS 
Kesehatan dalam menjalankan Program BPJS Kesehatan. Menurut Kepala  
Dinas  Kesehatan Kabupaten  Pinrang Pak Muhammad Ridha, beliau 
mengatakan : 
“Dinas Kesehatan hanya memberikan laporan berupa data berapa jumlah 
masyarakt pinrang yang menggunakan BPJS Kesehatan dan berapa 
pengguna BPJS Kesehatan yang menggunakan FASKES Pemerintah 
kecuali Rumah Sakit kepada BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare 
KLOK Pinrang.” (Hasil Wawancara Tanggal 22 September 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang Ibu Hartati, beliau mengatakan : 
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“Organisasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam 
laporannya hanya memberikan data Pengguna BPJS Kesehatan di 
FASKESnya.” (Hasil Wawancara Tanggal 19 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Penanggung Jawab BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang Ibu Musdalipa Tohang, beliau 
mengatakan : 
“Berkat pengguna komputer dan online segala pertanggung jawaban 
rumah sakit langsung terkitim ke BPJS Kesehatan. Data yang kirimkan 
adalah berapa peserta BPJS Kesehatan yang di berikan Pelayanan 
Kesehatan.” (Hasil Wawancara Tanggal 12 Oktober 2015) 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Puskesmas Sulili Pak Amtsyir 
Muhadi, beliau mengatakan : 
“Puskesmas Sulili hanya meloporkan berapa peserta BPJS Kesehatan 
yang berobat disni.” (Hasil Wawancara Tanggal 10 Oktober 2015) 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  penulis  lakukan 
maka dapat digambarkan bahwa setiap Organisasi yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan sudah melaporkan segala kegiatannya dengan baik. Data yang 
diberikan adalah berapa jumlah Peserta BPJS Kesehatan yang diberiakan 
pelayanan di tempatnya dan Pelayanan apa yang diberikan. Soal biaya sudah 
diatur dalam aplikasi BPJS Kesehatan. 
IV.4 Pembahasan 
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  maka  
diperoleh data  diatas  yang  selanjutnya  akan  dibahas  berdasarkan  kerangka  
teori  yang telah  ditetapkan.  Dalam  hal  ini  kerangka  teori  yang  digunakan  
penulis  sebagai pedoman dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 
IV.4.1 Profesional 
Dari hasil analisa dapat digambarkan bahwa dalam melaksanakan 
tugasnya dalam menjalankan Program BPJS Kesehatan pegawai sudah 
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profesional tetapi belum semua pegawai di tingkat FASKES profesional dalam 
mejalankan tugasnya. Dalam hal ini Profesional menjadi tolak ukur bagaimana 
Etika Birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan Birokrasi yang 
menjalankan program BPJS Kesehatan belum seluruhnya Profesional. Hal ini 
berdasarkan indikator – indikator berikut ini : 
IV.4.1.1 Pengetahuan 
Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan Aparatur Pemerintah 
tentang pekerjaannya dan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan 
BPJS Kesehatan di Kabupaten Pinrang. Pegawai dalam menjalankan 
Program BPJS Kesehatan sudah mengetahui tentang pekerjaanya dan 
BPJS Kesehatan.  
IV.4.1.2 Aplikasi Kecapakan 
Aplikasi Kecakapan yang dimaksud adalah Kecakapan Aparatur 
Pemerintah dalam memberikan Pelayanan ke Peserta BPJS Kesehatan 
di Kabupaten Pinrang. Pegawai dalam menjalankan Program BPJS 
Kesehatan sudah cukup cakap dalam memberikan Pelayanan kepada 
Peserta BPJS Kesehatan. Tetapi kurang lengkapnya beberapa Fasilitas 
Kesehatan di FASKES tingkat Satu membuat pegawai tidak dapat 
memberikan pelayanan secara maksimal dan harus di rujuk ke FASKES 
tingkat lanjut sehingga banyak terjadi antrian di FASKES tingkat Dua. 
Serta adanya sistem di Tingkat Rumah Sakit bagi pasien yang mau di 
rawat inap, yaitu : proses pemilihan kamar buat pasien yang harus bisa 
cepat selesai malah diperlama dengan keluarga pasien yang harus 
mencari kamar kosong buat pasien yang seharusnya informasi setiap 
kamar sudah di ketahui oleh pegawai dan langsung di bisa dipilih setelah 
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pasien butuh rawat inap bukan lagi baru mencari kamar kosong satu per 
satu di setiap ruangan. 
IV.4.1.3 Tanggung Jawab Sosial 
Tanggung Jawab Sosial yang dimaksud adalah Perilaku Aparatur 
Pemerintah dalam memberikan Pelayanan ke Peserta BPJS Kesehatan 
di Kabupaten Pinrang. Pegawai dalam menjalankan Program BPJS 
Kesehatan sudah berperilaku cukup baik dalam memberikan Pelayanan 
kepada Peserta BPJS Kesehatan. Tetapi kurangnya informasi yang di 
sampaikan oleh Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di tingkat Desa 
kepada Masyarakat membuat beberapa masyarakat salah menapsirkan 
perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Seperti 
pelayanan Rawat Inap di tingkat Rumah Sakit, ada beberapa masyarkat 
yang mengatakan perilaku pegawai Rumah Sakit dalam memberikan 
Pelayanan Rawat Inap kepada Peserta BPJS Kesehatan berbeda – beda 
padahal perbedaanya hanya fasilitas yang di dapatkan yang lainnya 
sama. 
IV.4.1.4 Pengendalian Diri 
Pengendalian Diri yang dimaksud adalah Pengendalian Diri Aparatur 
Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Peserta BPJS 
Kesehatan yang Komplain. Pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Pare – Pare KLOK Pinrang  dalam menyelesaikan permasalahan Peserta 
BPJS Kesehatan cukup baik. Seluruh permasalahan diselesaikan dengan 
menghubungi semua pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi 
tanpa memihak ke Peserta atau FAKSES. 
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IV.4.1.5 Sanksi Masyarakat 
Sanksi Masyrakat yang dimaksud adalah Sanksi Masyarakat berikan ke 
Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan BPJS Kesehatan. Sanksi 
Masyarakat bagi Aparatur Pemerintah tidak ada tetapi kritik dan saran 
dari masyarkat akan menjadi pembelajaran dan masukan bagi BPJS 
Kesehatan agar memberikan Pelayanan yang lebih baik. 
IV.4.2 Tanggung Jawab Personal 
Dari hasil analisa dapat digambarkan bahwa dalam melaksanakan tugas 
yang berikan oleh organisasi sudah bertanggung jawab personal tetapi karena 
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang SOP membuat beberapa 
masyarakat salah paham. Dalam hal ini bertanggung jawab personal menjadi 
tolak ukur bagaimana Etika Birokrasi dalam menjalankan tugas yang diberikan. 
Secara keseluruhan Birokrasi yang menjalankan program BPJS Kesehatan 
sudah bertanggung jawab personal. Hal ini berdasarkan indikator – indikator 
berikut ini  : 
IV.4.2.1 Kejujuran 
Kejujuran yang dimaksud adalah Kesesuaian waktu kerja Aparatur 
Pemerintah dengan Jam Kerja yang telah dibuat oleh Oraganisasi. 
Pegawai dalam menjalankan tugas yang diberikan sudah sesuai dengan 
waktunya. Tetapi masih ada beberapa pegawai yang tidak mengerjakan 
tugasnya atau meninggalkan kantor karena urusan pribadi. 
IV.4.2.2 Integritas 
Integritas yang dimaksud adalah dalam melaksanakan tugasnya Aparatur 
Pemerintah sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pegawai 
93 
 
dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan standar yang telah 
dibuat. Tetapi kurangnya informasi yang di sampaikan oleh FASKES 
tentang Standar dalam melakukan pekerjaan membuat beberapa 
masyarakat komplain terhadap pelayanan yang mereka berikan. 
IV.4.3 Tanggung Jawab Organisasi 
Dari hasil analisa dapat digambarkan bahwa setiap program kerja dan 
kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK 
Pinrang selalu di laporkan tiap hari untuk sistem online dan tiap bulan untuk 
laporan tertulis. Dan organisasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang dalam menyelengarakan Program BPJS 
Kesehatan hanya memberikan laporan berupa data jumlah peserta BPJS 
Kesehatan yang dilayani beserta biaya yang dibutuhkan. Dalam hal ini 
bertanggung jawab organisasi menjadi tolak ukur bagaimana Etika Birokrasi 
dalam melaporkan Program Kerja dan Kegiatan yang mereka lakukan. Secara 
keseluruhan Organisasi yang menjalankan program BPJS Kesehatan sudah 
bertanggung jawab secara organisasi. Hal ini berdasarkan indikator – indikator 
berikut ini  : 
IV.4.3.1 Pelaporan Kinerja 
Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah  Pelaporan Kantor BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang setelah melaksanakan 
Program Kerja atau Kegiatan. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – 
Pare KLOK Pinrang sudah melaporkan segala Program Kerja dan 




IV.4.3.2 Pelaporan Individu 
Pelaporan Individu yang dimaksud adalah Pelaporan Pelaporan Pegawai 
Di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang setelah 
melaksanakan tugas yang diberikan. Pegawai Di Kantor BPJS Kesehatan 
Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang sudah membuat laporan Individu 
dengan didukung sistem online maka pegawai dapat secara langsung di 
dapat datanya atau dapat dikatakan History Penggunaan Komputer akan 
secara langsung tercatat di dalam Akun Kepala Kantor BPJS Kesehatan 
Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang. 
IV.4.3.3 Pelaporan Organisasi 
Pelaporan Organisasi yang dimaksud adalah Pelaporan Organisasi – 
Organisasi yang bekerjasama denga BPJS Kesehatan dalam 
menjalankan Program BPJS Kesehatan. Dinas Kesehatan dan FASKES 
sudah melaporkan segala kegiatannya dengan baik ke BPJS Kesehatan 
Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang. Data – Data yang diberikan ke BPJS 
Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang adalah Jumlah 
Masyarakat Kabupaten Pinrang yang menjadi Peserta BPJS Kesehatan 
dan Jumlah Peserta BPJS Kesehatan yang di layani di setiap FASKES 











Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka dapat 
disimpulkan bahwa Etika Birokrasi Dalam Implementasi Program BPJS 
Kesehatan di Kabupaten Pinrang sudah baik, meskipun belum dikatakan baik 
oleh beberapa Masyarakat. Hal ini didasarkan pada teori yang digunakan 
melahirkan beberapa indikator yang menjadi landasan mencari data dilapangan. 
Terdapat beberapa kekurangan yang diperoleh oleh penulis dalam menggunakan 
teori tersebut sebagai pedoman penelitian. Adapun kekurangan yang dimaksud 
terletak pada : Pertama, Profesional Aparatur Pemerintah yang belum dilakukan 
secara maksimal. Salah satu faktor yang menyebabkan Profesional Aparatur 
Pemerintah yang belum dilakukan secara maksimal adalah Ketersediaan 
Fasilitas di FASKES Tingkat 1 dan Sosialisasi Tentang BPJS Kesehaatan 
Kepada Masyarakat yang tidak dilakukan secara maksimal terutama bagi 
Masyarakat yang berada diluar Kota Pinrang. Kedua, Tanggung Jawab Personal 
yang belum dilakukan secara maksimal. Salah satu faktor yang menyebabkan 
Tanggung Jawab Personal yang belum dilakukan secara maksimal adalah 
adanya beberapa Aparatur Pemerintah yang keluar saat waktu kerja padahal 
bukan untuk urusan pekerjaan melainkan urusan pribadi dan kurangnya 
informasi yang diberikan oleh FASKES tentang Prosedur Pelayanan sehingga 




Sedangkan pada Tanggung Jawab Organisasi yang dilakukan oleh 
Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang, Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pinrang, dan FASKES di Kabupaten Pinrang sudah dilakukan dengan 
baik dilihat dari beberapa indikator. Seperti Pelayanan yang sudah berbasis 
Electronik dan Online sehingga memudahkan Organisasi untuk mempertanggung 
jawabkan segala kegiatannya kepada pihak yang membutahkan. 
V.2 Saran 
Adapun  saran  yang  penulis  dapat  berikan  sesuai  temuan  dilapangan 
adalah sebagai berikut. 
a. Sebaiknya Dinas Kesehatan memberikan bantuan Perlengkapan jika 
Puskesmas/FASKES Tingkat 1 tidak bisa membeli Perlengkapan Tersebut. 
Sehingga Rujukan Ke Rumah Sakit dapat diminimalkan. 
b. Sebaiknya seluruh Aparatur Pemerintah menyampaikan seluruh informasi 
yang mereka dapat dari BPJS Kesehatan kepada Masyarkat sehingga tidak 
akan terjadi masalah kekurangan Informasi yang menimbulkan kesalapaham 
antara Pelaksana BPJS Kesehatan dengan Masyarakat selaku pengguna 
BPJS Kesehatan. 
c. Sebaikanya Kantor Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa memberikan 
Sosialisasi yang maksimal jangan cuma memajang pamphlet BPJS 
Kesehatan di Kantor. Tetapi dengan memberikan informasi secara langsung 
kepada masyarakat yang datang ke Kantor dan memberikan Informasi di 
tempat masyarkat sering berkumpul misalnya masjid dan sekretariat 
kelompok tani. 
d. Sebaiknya organisasi – organisasi yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan agar memberikan tindakan kepada pegawai yang melanggar 
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aturan. Sehingga ini dapat dijadikan pelajaran bagi pegawai – pegawai yang 
tidak melanggar. 
e. Sebaiknya setiap FASKES memberikan informasi yang jelas kepada 
masyarakat tentang Prosedur Pelayanan. Sehingga Masyarkat tidak salah 
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 PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN  
 
  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 
 
Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 17 
ayat (7),  Pasal 17 A ayat (6), Pasal 26 ayat (3), Pasal 31, Pasal 
40 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 
  
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun  2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5256); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5372); 
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 




Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
                           KESEHATAN  TENTANG  PENYELENGGARAAN  JAMINAN  






Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerintah. 
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut 
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 




3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 
4. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara 
teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah untuk program 
Jaminan Kesehatan. 
5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu 
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. 
6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta 
dan/atau anggota keluarganya. 
7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan 
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. 
8. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan 
rawat jalan dan rawat inap. 
9. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan 
yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan 
kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, 
pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.  
10. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan 
tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, 
pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta 
dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari. 
11. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang 
meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan 
rawat inap diruang perawatan khusus. 
12. Pelayanan kesehatan lain adalah pelayanan kesehatan lain yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
13. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang 
tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, 
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menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta 
memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur 
dan memperbaiki fungsi tubuh. 
14. Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-
CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan 
kepada pengelompokan diagnosis penyakit. 
15. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab 
pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun 
horizontal. 
16. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Pegawai Tidak Tetap, 
Pegawai Honorer, Staf Khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah. 
17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah 
personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan 
tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau 
gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI. 
18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota 
Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang melaksanakan fungsi kepolisian. 
19. Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS 
Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening tujuan dalam 
pembayaran iuran Jaminan Kesehatan. 




Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan meliputi: 
a. kepesertaan; 
b. iuran kepesertaan; 
c. penyelenggara pelayanan kesehatan; 
d. kendali mutu dan kendali biaya; dan 











Kepesertaan jaminan kesehatan meliputi: 
a. peserta; 
b. pendaftaran peserta; 
c. verifikasi dan identifikasi peserta; 
d. hak dan kewajiban peserta; 









Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: 
a. peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan 
b. peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. 
 
Paragraf 2  
Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
 
Pasal 5 
Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
terdiri atas: 
a. Orang yang tergolong fakir miskin; dan 





Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan 
 
Pasal 6 
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b terdiri atas: 
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara 
asing yang bekerja di Indonesia paling singkat  6 (enam) bulan dan anggota 
keluarganya ; 
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga 
negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat  6 (enam) bulan dan 
anggota keluarganya;  
c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 
 
Pasal 7 
Peserta Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga 
negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan 
anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri 
atas: 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota TNI; 
c. Anggota Polri; 
d. Pejabat Negara; 
e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;  
f. Pegawai swasta; dan 




Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga 
negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan 
anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri 
atas: 
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 




(1) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c terdiri atas: 
a. Investor; 
b. Pemberi Kerja;  
c. Penerima Pensiun; 
d. Veteran; 
e. Perintis Kemerdekaan;  
f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan; dan 
g. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf  e  
yang mampu membayar iuran. 
(2) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  terdiri 
atas:  
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; 
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 
d. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang 
mendapat hak pensiun;  
e. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c;  
f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.  
 
Pasal 10 
(1) Anggota  keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi 
istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, 
dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 
(2) Anak  kandung,  anak  tiri dari perkawinan yang sah, dan anak  angkat 
yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria: 
a. tidak atau  belum pernah  menikah atau  tidak mempunyai 
penghasilan sendiri; dan 
b. belum berusia 21  (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua 
puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 
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(3) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota 
keluarga yang lain. 
(4) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 
anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. 
 
Bagian Ketiga 
Pendaftaran Peserta  
 




(1) Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b dilakukan, baik sendiri-sendiri maupun kelompok. 
(2) Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara: 
a. migrasi data; atau 
b. manual.  
 
Pasal 12 
Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 dilakukan untuk: 
a. PBI Jaminan Kesehatan; dan  
b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan. 
 
Paragraf 2 
Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
 
Pasal 13 
(1) Pendaftaran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Menteri. 
(2) Menteri dalam mendaftarkan peserta PBI Jaminan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara migrasi data 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sesuai dengan 
format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.  
 
Paragraf 3 
Pendaftaran Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan 
 
Pasal 14 
Pendaftaran peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap: 
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga negara 
asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan anggota 
keluarganya; 
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga 
negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan 
anggota keluarganya; 
c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 
 
Pasal 15 
(1) Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Pemberi 
Kerja.  
(2) Pendaftaran peserta bagi Pekerja Penerima Upah dilakukan secara 
kelompok melalui entitasnya kepada BPJS Kesehatan. 
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara  
migrasi data sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan 
atau secara manual. 
(4) Pendaftaran secara migrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan paling sedikit untuk 1000 (seribu) calon peserta. 
(5) Pendaftaran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan cara: 
a. datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui pihak ketiga 
yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan;   
b. mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan data calon peserta. 




b. asosiasi profesi atau asosiasi lain; 
c. retail; dan 
d. lembaga lainnya. 
 
Pasal 16 
(1) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan 
Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak 
mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan.  
(2) Iuran peserta bagi Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta 
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayar 




(1) Pemberi Kerja  dalam mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1) harus melengkapi data calon peserta yang 
memuat paling sedikit: 
a. nama calon peserta; 
b. nomor induk kependudukan; 
c. tanggal lahir; dan 
d. nama fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan dan dipilih oleh calon peserta. 
(2) BPJS Kesehatan setelah menerima data calon peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan peserta ke fasilitas kesehatan 
tingkat pertama yang dipilih oleh calon peserta. 
(3) Dalam hal peserta tidak memilih fasilitas tingkat pertama, BPJS 
Kesehatan menetapkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
 
Pasal 18 
(1) Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c  dilakukan 
sendiri oleh yang bersangkutan kepada BPJS Kesehatan. 
(2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk Pensiunan TNI, Pensiunan Polri, Pensiunan PNS, 




(1) Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan di kantor 
BPJS Kesehatan yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat calon 
peserta berdomisili atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk BPJS 
Kesehatan. 
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: 
a. kolektif, secara: 
1. manual dengan mengisi dan menyerahkan formulir daftar isian 
peserta serta melampirkan pas foto berwarna; atau 
2. migrasi data yang disampaikan dalam bentuk format data yang 
disepakati dan menyerahkan pas foto berwarna. 
b. sendiri-sendiri  dengan cara mengisi Formulir Daftar Isian Peserta 
(FDIP), melampirkan pas foto dan menunjukan/memperlihatkan 
dokumen: 
1. Asli/foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. 




Penduduk yang belum memiliki Jaminan Keehatan pada suatu daerah dapat 




Verifikasi dan Identitas Peserta 
 
Pasal 21 
(1) Verifikasi dan identifikasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c dilakukan oleh BPJS Kesehatan setelah menerima data yang 
diajukan oleh calon peserta. 
(2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap 
dan/atau tidak benar, BPJS Kesehatan dalam waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja harus memberitahukan kepada calon peserta untuk 





Calon peserta dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
harus menyampaikan kembali data secara lengkap dan benar kepada BPJS 
Kesehatan. 
Pasal 23 
(1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi data calon peserta sudah dinyatakan 
lengkap dan benar, BPJS Kesehatan menerbitkan Kartu Identitas Peserta 
Jaminan Kesehatan. 
(2) Kartu Identitas Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. nomor kepesertaan; 
b. nama peserta; 
c. tanggal lahir 
d. nomor induk kependudukan; 
e. nama fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan dan dipilih oleh calon peserta. 
f. tanggal penerbitan kartu.  
(3) BPJS Kesehatan melakukan perekaman dan memelihara data Peserta 
Jaminan Kesehatan dalam sistem database (master file) BPJS Kesehatan.  
 
Bagian Kelima 
Hak dan Kewajiban Peserta 
 
Pasal 24 
Hak dan kewajiban setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 




(1) Setiap peserta mempunyai hak untuk: 
a. mendapatkan identitas peserta; 
b. mendapatkan Nomor Virtual Account ; 
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c. memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan;  
d. memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan; 
e. menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau 
BPJS Kesehatan yang bekerja sama; 
f. mendapatkan informasi pelayanan kesehatan; dan 
g. mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. 
(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 
sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan dan dilakukan oleh 




Setiap peserta wajib: 
a. membayar iuran; 
b. melaporkan perubahan data kepesertaan;  
c. melaporkan perubahan status kepesertaan; dan 




Perubahan Data dan Status Kepesertaan 
 
Pasal 27 
(1) Perubahan data dan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf e yang terjadi pada setiap peserta wajib dilaporkan kepada 
BPJS Kesehatan. 
(2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
meliputi: 
a. fasilitas kesehatan tingkat pertama; 
b. tempat tinggal; 
c. tempat bekerja dan/atau identitas Pemberi Kerja baru; 
d. golongan kepegawaian; 
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e. jenis kepesertaan; 
f. susunan keluarga dan/atau jumlah peserta; dan 
g. anggota keluarga tambahan.  
 
Pasal 28 
Segala kerugian dan/atau biaya yang terjadi akibat keterlambatan dan/atau 




Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi 
Bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan pada saat Peserta 
membayar iuran untuk pertama kali. 
 
Pasal 30 
(1) Perubahan status kepesertaan dari Peserta Bukan PBI Jaminan 
Kesehatan menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan bagi: 
a. Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat total 
tetap dan tidak mampu; 
b. Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami PHK dan 
tidak mendapatkan pekerjaan kembali dalam waktu 6 (enam) bulan 
dan dinyatakan tidak mampu untuk menjadi peserta bukan PBI 
Jaminan Kesehatan. 
(2) Perubahan status kepesertaan dari Peserta Bukan PBI Jaminan 
Kesehatan menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami cacat total 
melaporkan kondisi kecacatannya kepada Pemerintah Daerah 
setempat dengan menyertakan keterangan tingkat dan jenis 
kecacatannya dari dokter yang berwenang; 
b. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami Pemutusan 
Hubungan Kerja dan tidak mendapatkan pekerjaan kembali dalam 
waktu 6 (enam) bulan melaporkan kepada Pemerintah Daerah 
setempat dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari 






(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan atas laporan perubahan status 
kepesertaan dari Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan menjadi Peserta 
PBI Jaminan Kesehatan. 
(2) Pemerintah Daerah mengusulkan perubahan status kepesertaan dari 
Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan menjadi Peserta PBI Jaminan 
Kesehatan kepada Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan 
di bidang sosial. 
 
Pasal  32 
(1) Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 
melakukan verifikasi atas perubahan status kepesertaan dari Peserta 
Bukan PBI Jaminan Kesehatan menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 
melakukan validasi data Peserta PBI Jaminan Kesehatan setelah 
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 
(3) Perubahan dan validasi data peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh Menteri 
yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dilakukan  
setiap 6 (enam) bulan pada tahun anggaran berjalan dan ditetapkan oleh 
Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 
(4) Perubahan dan validasi data peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh Menteri 
yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada  
Menteri untuk didaftarkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
















(1) Iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b wajib dibayarkan oleh setiap peserta program Jaminan 
Kesehatan. 
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh)  setiap bulannya pada Bank yang telah 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
(3) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
Pasal 34 
(1) BPJS Kesehatan melakukan pengumpulan dan penagihan pembayaran 
iuran kepada peserta. 
(2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
rincian: 
a. data Peserta; dan 
b. nominal tagihan. 
 
Pasal 35 
(1) Pemberi  Kerja  wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran 
yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada 
BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.  
(2) Untuk Pemberi Kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPJS 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
rekening kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.  
(3) Apabila  tanggal  10  (sepuluh)  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  
jatuh  pada  hari  libur, maka  iuran dibayarkan pada hari kerja 
berikutnya.  
(4) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja selain pemberi kerja 
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penyelenggara negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua 
persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk 
waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 
tertunggak oleh Pemberi Kerja.  
(5) Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan 
dapat diberhentikan sementara. 
 
Pasal 36 
Iuran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dibayarkan bagi: 
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; 
b. Pemberi Kerja; 
c. Pekerja Bukan Penerima Upah; 
d. Bukan Pekerja; dan 
e. Anggota keluarga yang lain. 
 
Bagian Kedua 
Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
 
Pasal 37 
(1) Iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 huruf a dibayarkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.  
(2) BPJS Kesehatan setelah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melakukan rekonsiliasi data dengan Menteri. 
(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 
(enam) bulan.  
(4) Apabila hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terjadi kurang atau lebih pembayaran, kelebihan atau kekurangan 
pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran iuran 
berikutnya. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan dan 
pertanggungjawaban dana iuran dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 











Pemberi kerja terdiri atas: 
a. Pemberi kerja penyelenggara negara; dan 
b. Pemberi kerja selain penyelenggara negara 
 
Paragraf 2 
Pemberi Kerja Penyelenggara Negara 
 
Pasal 39 
Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf a terdiri atas: 
a. pemerintah; dan 
b. pemerintah daerah. 
 
Pasal 40 
(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a 
membayarkan iuran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat 
(2) Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui 
rekening kas negara kepada BPJS Kesehatan setiap bulan. 
(3) BPJS Kesehatan setelah menerima penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) melakukan rekonsiliasi data dengan Menteri Keuangan.  
(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 3 
(tiga) bulan.  
(5) Apabila hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terjadi kurang atau lebih pembayaran, kelebihan atau kekurangan 




(6) Tata cara penghitungan, penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban 
dana iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
Pasal 41 
(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b 
membayarkan iuran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah. 
(2) Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui 
rekening kas negara kepada BPJS Kesehatan setiap bulan. 
(3) BPJS Kesehatan setelah menerima penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) melakukan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Daerah. 
(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap     
3 (tiga) bulan.  
(5) Apabila hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terjadi kurang atau lebih pembayaran, kelebihan atau kekurangan 
pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran iuran 
berikutnya. 
(6) Tata cara penghitungan, penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban 
dana iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
Paragraf 3 
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara 
 
Pasal 42 
(1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 38 huruf b membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja dan 
dirinya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. Pegawai swasta; dan 
b. Pekerja yang menerima upah selain pekerja yang iurannya dibayarkan 
oleh pemberi kerja penyelenggara negara. 
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(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
rekening  Virtual Account yang diberikan oleh  BPJS Kesehatan pada saat 
pendaftaran.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembayaran 
iuran diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
Bagian Keempat 
Pekerja Bukan Penerima Upah 
 
Pasal 43 
(1) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 huruf c membayar iuran  Jaminan Kesehatan bagi Pekerja dan 
dirinya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Virtual 
Account yang diberikan oleh  BPJS Kesehatan pada saat pendaftaran. 
(3) Pembayaran Iuran dapat dilakukan untuk masa waktu 1 (satu) bulan, 3 
(tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembayaran 
iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja diatur 






(1) Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d 
membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan menyetorkannya 
kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(2) Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
merupakan Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Penerima pensiun, iuran 
kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah. 
(3) Pemerintah membayarkan tambahan iuran bagi Penerima Pensiun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi tanggung jawab 
Pemerintah kepada BPJS Kesehatan setiap bulan.  
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(4) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; 
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 
d. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang 
mendapat hak pensiun;  
e. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 
f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.  
(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membayarkan 
iuran Jaminan Kesehatan yang menjadi kewajibannya melalui 
pemotongan uang pensiun oleh pihak ketiga pembayar Pensiun. 
(6) Pihak ketiga pembayar pensiun menyetorkan potongan Iuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada BPJS Kesehatan paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(7) BPJS Kesehatan setelah menerima penyetoran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melakukan rekonsiliasi data dengan 
Menterian Keuangan dan pihak ketiga pembayar pensiun. 
(8) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan 
setiap 3 (tiga) bulan.  
(9) Apabila hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
terjadi kurang atau lebih pembayaran, kelebihan atau kekurangan 
pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran iuran 
berikutnya. 
(10) Tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana iuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
Pasal 45 
(1) Peserta Bukan Pekerja selain yang dimaksud dalam  Pasal 44 ayat (2) dan 
ayat (3), membayar dan menyetor iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya 
kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
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(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui  rekening  
Virtual Account yang diberikan oleh  BPJS Kesehatan pada saat 
pendaftaran peserta. 
(3) Pembayaran Iuran dapat dilakukan untuk masa waktu 1 (satu) bulan, 3 
(tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembayaran 
iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja diatur 
dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
Bagian Keenam 
Anggota keluarga yang lain 
Pasal 46 
(1) Iuran peserta bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 huruf e dari peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan 
dibayarkan oleh peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui  
rekening Virtual Account yang diberikan oleh  BPJS Kesehatan pada saat 
pendaftaran peserta. 
(3) Pembayaran Iuran dapat dilakukan untuk masa waktu 1 (satu) bulan, 3 
(tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembayaran 
iuran bagi Anggota keluarga yang lain  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
BAB IV 






(1) Setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup 
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk 
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pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan 
medis yang diperlukan. 
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan, fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk fasilitas kesehatan 
penunjang yang terdiri atas: 
a. laboratorium;  
b. instalasi farmasi Rumah Sakit; 
c. apotek; 
d. unit transfusi darah/Palang Merah Indonesia; 
e. optik; 
f. pemberi pelayanan Consumable Ambulatory Peritonial Dialisis (CAPD); 
dan 
g. praktek Bidan/Perawat atau yang setara. 
(3) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; 
c. pelayanan gawat darurat; 
d. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai; 
e. pelayanan ambulance; 
f. pelayanan skrining kesehatan; dan 
g. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri; 
 
Bagian Kedua 





(1) Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a bagi Peserta 




(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih fasilitas 
kesehatan tingkat pertama yang lain dalam jangka waktu paling sedikit 3 
(tiga) bulan. 
(3) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 
a. Puskesmas atau yang setara; 
b. praktik dokter; 
c. praktik dokter gigi; 
d. klinik Pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat 
pertama milik TNI/POLRI;dan 
e. Rumah sakit Kelas D Pratama atau yang setara. 
 
Pasal 49 
Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama terdiri atas: 
a. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama; 
b. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama: 
c. Pelayanan kesehatan gigi; dan 
d. Pelayanan kesehatan oleh bidan dan perawat. 
 
Paragraf 2 
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama 
 
Pasal 50 
(1) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama harus memiliki fungsi 
pelayanan kesehatan yang komprehensif berupa pelayanan kesehatan 
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan dan 
pelayanan kesehatan gawat darurat termasuk pelayanan penunjang yang 
meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan farmasi. 
(2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk pelayanan medis mencakup: 
a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan 
Kesehatan tingkat pertama; 
b.  kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan 
rujukan; 
c.   kasus medis rujuk balik; 
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d. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi 
tingkat pertama; 
e.  pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh 
bidan atau dokter; dan 
f.   rehabilitasi medik dasar. 
(3) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama meliputi pelayanan 
kesehatan non spesialistik yang mencakup: 
a. administrasi pelayanan yang meliputi biaya administrasi pendaftaran 
peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke 
fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat 
ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama; 
b. pelayanan promotif dan preventif yang meliputi kegiatan penyuluhan 
kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, skrining 
kesehatan; 
c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
d. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, dan bayi;  
e. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi; 
f. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 
g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
h. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama 
berupa pemeriksaan darah sederhana (Hemoglobin, apusan darah 
tepi, trombosit, leukosit, hematokrit, eosinofil, eritrosit, golongan 
darah, laju endap darah, malaria), urine sederhana (warna, berat 
jenis, kejernihan, pH, leukosit, eritrosit), feses sederhana ( benzidin 
tes, mikroskopik cacing), gula darah sewaktu;  
i. pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di 
fasilitas kesehatan tingkat pertama; 
j. pelayanan rujuk balik dari fasilitas kesehatan lanjutan; 
k. pelayanan program rujuk balik; 
l. pelaksanaan prolanis dan home visit; dan 








Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama 
 
Pasal 51 
(1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama mencakup : 
a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat 
diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama; 
b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; 
c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit 
pervaginam bagi puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 
Dasar (PONED); 
d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan  
e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi fasilitas kesehatan 
dan/atau kebutuhan medis. 
(2) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama meliputi pelayanan 
kesehatan non spesialistik yang mencakup : 
a. Administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan 
biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau 
pelayanan kesehatan pasien 
b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan; 
d. tindakan medis kecil/sederhana oleh Dokter ataupun paramedis; 
e. persalinan per vaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit; 
f. pemeriksaan penunjang diagnostik selama masa perawatan; 
g. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa perawatan; 
dan 












Pelayanan Kesehatan Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
 
Pasal 52 
(1) Pelayanan kesehatan gigi meliputi : 
a. Administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan 
biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau 
pelayanan kesehatan pasien; 
b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
c. premedikasi; 
d. kegawatdaruratan oro-dental; 
e. pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) ; 
f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit; 
g. obat pasca ekstraksi; 
h. tumpatan komposit/GIC; dan 
i.   skeling gigi. 
(2) Pelayanan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh dokter gigi. 
 
Paragraf 5 
Pelayanan Kesehatan oleh Bidan dan Perawat 
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
 
Pasal 53 
(1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan 
penetapan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat, Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat bekerja sama dengan 
praktik bidan dan/atau perawat sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Pemberian pelayanan kesehatan oleh Bidan dan Perawat dalam hal suatu 
kecamatan tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pelayanan bidan dan perawat dengan cakupan pelayanan bidan 
dan perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. 
(3) Bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan 
kesehatan tingkat pertama kecuali dalam Pertolongan persalinan, kondisi 
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gawat darurat atau pasien dengan kondisi khusus di luar kompetensi 
dokter atau dokter gigi fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 
 
Bagian Ketiga 




Pasal 54  
(1) Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf b harus diberikan 
kepada peserta berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 
pertama pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 
(2) Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Klinik utama atau yang setara; 
b. Rumah sakit umum; dan 
c. Rumah sakit khusus. 
(3) Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan c dapat berupa Rumah Sakit milik Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, TNI, Polri maupun Rumah Sakit Swasta yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
 
Pasal 55 
(1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan 
tingkat lanjutan, Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) wajib melakukan sistem rujukan 
berjenjang dengan mengacu pada: 
a. peraturan Menteri; 
b. pedoman sistem rujukan nasional; dan 
c. pedoman administrasi pelayanan BPJS Kesehatan. 
(2) Dalam menjalankan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas 
kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem 
rujukan berjenjang. 
(3) Fasilitas kesehatan dapat melakukan rujukan horizontal dan vertikal. 
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(4) Rujukan horizontal dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu 
tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan 
sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan 
dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. 
(5) Rujukan vertikal dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda 
tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke 
tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. 
 
Pasal 56 
(1) Peserta dapat dikecualikan dari sistem pelayanan kesehatan rujukan 
berjenjang pada fasilitas kesehatan pertama apabila: 
a. terjadi keadaan gawat darurat;  
b. bencana; 
c. kekhususan permasalahan kesehatan pasien; 
d. pertimbangan geografis; dan 
e. pertimbangan ketersediaan fasilitas 
(2) Kekhususan permasalahan kesehatan pasien sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana 
terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas 
kesehatan lanjutan.  
 
Pasal 57 
(1) Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan secara paripurna 
termasuk penyediaan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan 
pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. 
(2) Dalam hal pelayanan yang dibutuhkan berupa pelayanan rawat jalan 
maka pelayanan kesehatan tersebut dapat diberikan dalam satu tempat 
atau melalui kerjasama fasilitas kesehatan dengan jejaringnya. 
(3) Pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk dalam pembayaran kapitasi 
atau non kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan INA 
CBG’s untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan kesehatan diluar 
kapitasi maupun diluar INA CBG’s yang diberikan oleh fasilitas kesehatan 




Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan; dan 
b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan. 
 
Paragraf 2 
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 
 
Pasal 59 
(1) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 huruf a merupakan pelayanan yang bersifat spesialistik 
dan subspesialistik. 
(2) Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mencakup: 
a. administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan 
biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau 
pelayanan kesehatan pasien 
b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis dan subspesialis; 
c. tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;  
d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
e. pelayanan alat kesehatan; 
f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi 
medis; 
g. rehabilitasi medis; 
h. pelayanan darah; 
i. pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan visum et 
repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan 
forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik; dan 
j. Pelayanan jenazah diberikan terbatas hanya bagi Peserta meninggal 
dunia pasca rawat inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan tempat pasien dirawat berupa pemulasaran 
jenazah dan tidak termasuk peti mati. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan kesehatan rawat 




Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat lanjutan 
 
Pasal 60 
(1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 huruf b kepada peserta dilakukan apabila diperlukan 
berdasarkan indikasi medis yang dibuktikan dengan surat perintah rawat 
inap dari dokter. 
(2) Pelayanan kesehatan berupa rawat inap tingkat lanjutan mencakup 
semua pelayanan kesehatan yang diberikan pada rawat jalan tingkat 
lanjut ditambah dengan akomodasi yang berupa: 
a. perawatan inap non intensif; dan 
b. perawatan inap intensif. 
(3) Akomodasi atau ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut: 
a. ruang perawatan kelas III bagi: 
1.  Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan 
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang 
perawatan kelas III. 
b. ruang perawatan kelas II bagi: 
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil 
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 
keluarganya; 
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II 
beserta anggota keluarganya; 
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II 
beserta anggota keluarganya; 
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu 
koma lima) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status 
kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan 
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
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yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang 
perawatan kelas II. 
c. ruang perawatan kelas I bagi: 
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya; 
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil 
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota 
keluarganya;  
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV 
beserta anggota keluarganya; 
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV 
beserta anggota keluarganya; 
5. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya; 
6. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan; 
7. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri dengan gaji atau upah mulai 1,5 (satu koma lima) 
sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan 
status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; 
dan 
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang 
perawatan kelas I. 
 
Pasal 61 
(1) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta 
dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi. 
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS 
Kesehatan membayar kelas perawatan peserta sesuai haknya. 
(3) Apabila kelas perawatan sesuai dengan hak peserta telah tersedia, peserta 
ditempatkan di kelas perawatan yang menjadi haknya. 
(4) Perawatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) hari. 
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(5) Dalam hal terjadi perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih 
dari 3 (tiga) hari, selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas 
kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan persetujuan pasien 
dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara. 
(6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(5), peserta tidak dikenakan urun biaya. 
 
 Pasal 62 
(1) Peserta dapat meningkatkan kelas ruang perawatan lebih tinggi dari yang 
menjadi haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau 
membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan 
berdasarkan tarif INA-CBG’s dengan biaya yang harus dibayar akibat 
peningkatan kelas perawatan. 
(2) Peningkatkan kelas ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak berlaku bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan.  
 
Bagian Keempat 
Pelayanan Gawat darurat 
 
Pasal 63 
(1) Pelayanan gawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c 
dapat dilakukan darurat sesuai dengan indikasi medis pelayanan gawat 
darurat.  
(2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk 
mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan, sesuai dengan 
kemampuan fasilitas kesehatan dengan kreteria tertentu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Pelayanan gawat darurat dapat diberikan oleh :  
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 
b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan; 
baik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun tidak 
bekerjasama. 
(4) Fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera merujuk ke fasilitas 
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kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan 
daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. 
 
Pasal 64 
(1) Pembayaran pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas 
kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
sudah termasuk dalam komponen kapitasi. 
(2) Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat 
pertama yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ditagihkan 
secara langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran pelayanan gawat darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi 
BPJS Kesehatan.  
 
Pasal 65 
(1) Penagihan pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan dibayar sesuai degan INA-CBG’s. 
(2) Penagihan pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas 
kesehatan tingkat lanjutan yang tidak bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan ditagihkan secara langsung oleh fasilitas kesehatan kepada 
BPJS Kesehatan. 
(3) Pembayaran pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menggunakan tarif INA-CBG’s yang berlaku di wilayah tersebut. 
(4) Tarif INA-CBG’s sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kelas 
Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri.  
(5) Rumah Sakit yang belum memiliki penetapan kelas, menggunakan tarif  
INA-CBG’s Rumah Sakit kelas D.  
 
Pasal 66 
Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat baik yang 
bekerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tidak 






Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan  
Bahan Medis Habis Pakai  
 
Pasal 67 
(1) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medik habis pakai yang 
dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d 
sesuai dengan indikasi medis merupakan hak peserta jaminan kesehatan. 
(2)  Pelayanan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat 
jalan dan/atau rawat inap baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama 
maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 
(3) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang 
diberikan kepada Peserta berpedoman pada daftar obat, dan bahan medis 
habis pakai, dan alat kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Fasilitas kesehatan dan jejaringnya wajib menyediakan pelayanan obat, 
alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh 
Peserta sesuai indikasi medis. 
 
Pasal 68 
(1) Pelayanan alat kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah 
termasuk dalam komponen kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan. 
(2) Pelayanan alat kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan 
sudah termasuk dalam paket INA-CBG’s. 
(3) Fasilitas kesehatan dan jejaringnya wajib menyediakan alat kesehatan 
yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis. 
(4) Alat kesehatan yang tidak masuk dalam paket INA-CBG’s dibayar dengan 
klaim tersendiri oleh BPJS Kesehatan. 
(5) Jenis alat kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Menteri. 
(6) Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, alat kesehatan yang 
tidak termasuk dalam paket INA-CBG’s sebagaimana dimaksud ayat (4) 




(7) Alat kesehatan yang sudah termasuk dalam paket INA-CBGs tidak dapat 
ditagihkan tersendiri kepada BPJS Kesehatan dan tidak dapat 
dibebankan kepada Peserta. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan alat 
kesehatan yang tidak termasuk dalam paket INA-CBG’s sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
Pasal 69 
(1) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama sudah termasuk dalam komponen kapitasi yang 
dibayarkan BPJS Kesehatan. 
(2) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada 
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu 
komponen yang dibayarkan dalam paket INA-CBG’s. 
(3) Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam Formularium 
Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite 
Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit. 
(4) Pelayanan obat yang sudah termasuk dalam paket INA-CBGs, baik 
mengacu pada  Formularium Nasional, tidak dapat ditagihkan tersendiri 
kepada BPJS Kesehatan serta tidak dapat dibebankan kepada Peserta. 
 
Pasal 70 
(1) BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat dan pemeriksaan penunjang 
program rujuk balik. 
(2) Program rujuk balik merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan 
kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih 
memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang 
dilaksanakan di fasilitas Kesehatan tingkat pertama atas 
rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat. 
(3) Jenis penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  hipertensi 









(1) Obat program rujuk balik diperoleh melalui Apotek atau depo farmasi 
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan. 
(2) Pemeriksaan penunjang program rujuk balik diberikan oleh laboratorium 
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau sebagai jejaring fasilitas 
kesehatan tingkat pertama. 
(3) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan penunjang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh BPJS Kesehatan diluar 
biaya kapitasi. 
(4) Obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagihkan 
secara kolektif melalui klaim tersendiri kepada  BPJS Kesehatan. 
(5) Biaya obat program rujuk balik terdiri atas harga obat yang mengacu 
pada Formularium Nasional yang ditetapkan oleh Menteri dan ditambah 
dengan faktor pelayanan dan embalage. 
(6) Pembiayaan obat dan pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan, ketentuan restriksi, 
dan peresepan maksimal serta pemeriksaan penunjang program rujuk 






(1) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) 
huruf e merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan 
kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau 
kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan 
keselamatan pasien.  
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(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
ketentuan: 
a. kondisi pasien sesuai indikasi medis berdasarkan rekomendasi 
medis dari dokter yang merawat; 
b. kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh dan pasien sudah 
dirawat paling sedikit 3 (tiga) hari dikelas satu tingkat diatas haknya; 
atau 
c. pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukan pelayanan 
rawat inap di fasilitas Kesehatan tujuan. 
(3) Pelayanan  ambulans hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada fasilitas 
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat 
darurat dari fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.  
(4) Pelayanan  ambulans tidak dijamin untuk pelayanan sebagai berikut: 
a. jemput pasien selain dari fasilitas kesehatan (rumah, jalan, lokasi 
lain); 
b. mengantar pasien ke selain fasilitas kesehatan; 
c. rujukan parsial (antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka 
mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan, yang 
merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu fasilitas 
kesehatan); 
d. ambulans/mobil jenazah; dan 
e. pasien rujuk balik rawat jalan. 
(5) Pembiayaan untuk pelayanan ambulans tidak termasuk dalam tarif 
kapitasi dan INA-CBG’s. 
(6) Dalam hal keadaan gawat darurat, pelayanan ambulans dari fasilitas 
kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat 
dilakukan penagihan kepada BPJS Kesehatan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelayanan  ambulans 










Pelayanan Skrining Kesehatan  
 
Pasal 73 
(1) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (3) huruf f diberikan secara perorangan dan selektif. 
(2) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak 
lanjutan dari risiko penyakit tertentu meliputi: 
a. diabetes mellitus tipe 2;   
b. hipertensi ; 
c. kanker leher rahim; 
d. kanker payudara; dan 
e. penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. 
(3) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b dimulai dengan analisis riwayat kesehatan, yang dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 
(4) Dalam hal peserta teridentifikasi mempunyai risiko berdasarkan riwayat 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penegakan 
diagnosa melalui pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu. 
(5) Peserta yang telah terdiagnosa penyakit tertentu berdasarkan penegakan 
diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pengobatan 
sesuai dengan indikasi medis. 
(6) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c sampai dengan huruf e dilakukan sesuai dengan indikasi medis. 
(7) Pembiayaan skrining kesehatan tidak termasuk dalam tarif kapitasi dan 
INA-CBGs. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan skrining kesehatan 








BAB V  
PENINGKATAN MUTU DAN PENAMBAHAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN 
 
Pasal 74 
(1) Peningkatan mutu dan penambahan manfaat Jaminan Kesehatan dalam 
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dilakukan dengan 
menggunakan hasil pengembangan teknologi kesehatan health technology 
assessment).  
(2) Pengembangan penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) setelah dilakukan penilaian teknologi kesehatan (health technology 
assessment). 
(3) Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan dari Asosiasi 
Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi kesehatan, dan BPJS Kesehatan. 
(4) Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Health Technology Assessment 
(HTA) yang dibentuk oleh Menteri.  
(5) Tim Health Technology Assessment (HTA)  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) bertugas melakukan penilaian terhadap pelayanan kesehatan 
yang dikategorikan dalam teknologi baru, metode baru, obat baru, 
keahlian khusus, dan pelayanan kesehatan lain dengan biaya tinggi.  
(6) Tim Health Technology Assessment (HTA) memberikan rekomendasi 
kepada Menteri mengenai kelayakan pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) untuk dimasukkan sebagai pelayanan kesehatan 
yang dijamin. 
(7) BPJS Kesehatan melakukan analisis dampak finansial dan resiko 
terhadap implementasi hasil Penilaian Teknologi Kesehatan (Health 
Technology Assessment). 
(8) Analisis dampak finansial dan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) diajukan kepada Menteri sebagai pertimbangan penerapan hasil Health 













(1) Kompensasi wajib diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta apabila 
dalam suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi 
syarat guna memenuhi kebutuhan medisnya.  
(2) Penentuan daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi 
syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta ditetapkan 
oleh Dinas Kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan 
Asosiasi Fasilitas Kesehatan. 
(3) Kantor Cabang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota untuk penetapan daerah belum tersedia fasilitas 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk: 
a. penggantian uang tunai; 
b. pengiriman tenaga kesehatan; atau 
c. penyediaan fasilitas kesehatan tertentu. 
 
Pasal 76 
(1) Kompensasi dalam bentuk penggantian uang tunai sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 75 ayat (4) huruf a berupa penggantian atas biaya 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang tidak 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  
(2) Penggantian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ayat 75 
ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 77 
(1) Untuk dapat memperoleh kompensasi uang tunai, peserta yang tinggal di 
wilayah tidak ada fasilitas Kesehatan memenuhi syarat harus mengikuti 
prosedur pelayanan rujukan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. 
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(2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta mendatangi fasilitas 
kesehatan tingkat pertama yang terdekat. 
(3) Apabila fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tersebut adalah fasilitas Kesehatan yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka pembayaran atas pelayanan 
kesehatan sudah termasuk dalam komponen kapitasi tidak ditagihkan 
tersendiri. 
(4) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
diperkenankan memungut tambahan biaya kepada Peserta. 
(5) Apabila fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas Kesehatan yang tidak 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta membayarkan biaya 
pelayanan kesehatan terlebih dahulu, kemudian peserta menagih kepada 
BPJS Kesehatan melalui klaim perorangan. 
(6) Klaim perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 
diberlakukan pada peserta yang mendapatkan pelayanan di fasilitas 
kesehatan tingkat pertama yang tidak bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan. 
(7) Dalam kondisi gawat darurat, peserta dapat langsung menuju Rumah 
Sakit tanpa mengikuti sistem rujukan berjenjang yang berlaku.  
(8) Biaya yang timbul akibat pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) ditagihkan oleh Rumah Sakit kepada BPJS Kesehatan, dan 
peserta tidak dikenakan urun biaya. 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan adminitrasi 
klaim kompensasi uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
Pasal 78 
Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan 
Fasilitas Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) 
huruf b dan c dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi 








(1) Apabila suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tidak tersedia fasilitas 
Kesehatan memenuhi syarat, maka Kantor Cabang melakukan analisa 
kebutuhan tenaga kesehatan tertentu. 
(2) Penyediaan fasiltas kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) berupa penyediaan tim tenaga kesehatan yang dilengkapi 
dengan peralatan medis untuk memberikan pelayanan medis tertentu 
sesuai dengan kebutuhan di wilayah yang akan dikunjungi. 
(3) Kantor Cabang BPJS Kesehatan selanjutnya berkoordinasi dengan dinas 
kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas 
kesehatan untuk menentukan mekanisme pengiriman tenaga kesehatan 
yang antara lain meliputi: 
a. jadwal;  
b. jenis tenaga kesehatan; dan  
c. jumlah tenaga kesehatan. 
(4) Pengiriman tenaga kesehatan yang dijamin BPJS kesehatan dapat 
dlakukan melalui kerjasama dengan dinas setempat, instansi 
pemerintah lainnya, maupun swasta.  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tata cara pengiriman tenaga 
kesehatan diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
BAB  VII 






(1) Kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan dilakukan untuk 
menjamin agar pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan 
mutu yang ditetapkan dan diselenggarakan secara efisien. 




a. penilaian atas teknologi kesehatan (Health Technology Assessment) 
terhadap pengembangan penggunaan pelayanan kesehatan dengan 
teknologi; 
b. pertimbangan klinis (Clinical Advisory) terhadap pelayanan kesehatan 
yang diberikan kepada Peserta; 
c. kajian dan evaluasi atas Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Peserta; 
dan 
d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan 
Kesehatan oleh fasilitas kesehatan. 
(3) Kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri. 
(4) Untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan 
kepada peserta, fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan: 
a. obat harus mengacu pada Formularium Nasional; dan 
b. Alat Kesehatan harus mengacu pada Kompedium Alat Kesehatan. 
 
Pasal 81 
(1) Pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus 
memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan 
pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta 
efisiensi biaya. 
(2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan dilakukan 
secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas 
kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai 




Penyelenggaraan kendali mutu dan biaya oleh fasilitas kesehatan dilakukan 
melalui: 
a. pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik 
profesi sesuai kompetensi;  
b. utilization review dan audit medis;  






d. pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan, dan bahan 
medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan secara berkala yang 
dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem informasi kesehatan. 
 
Pasal 83 
Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatan 
dilakukan melalui: 
a. pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan; 
b. pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; dan 
c. pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta. 
 
Bagian Kedua 
Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya 
 
Pasal 84 
Dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS 
Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari 
unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis yang terbagi dalam Tim 
Koordinasi dan Tim Teknis. 
 
Pasal 85 
(1) Tim Koordinasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
berada di tingkat: 
a. Pusat; 
b. Divisi Regional; dan 
c. Cabang 
(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi dan 
wewenang melakukan: 
a. sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik 
profesi sesuai kompetensi; 
b. utilization review dan audit medis; 
c. pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan; dan 
d. berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan 
46 
 
BPJS Kesehatan dalam hal: 
1. pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan 
praktik profesi sesuai kompetensi; 
2. utilization review dan audit medis; dan 
3. pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan. 
 
Pasal 86 
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berada di setiap 
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi dan 
wewenang sebagai berikut : 
a. meminta dan mendapatkan informasi untuk kasus tertentu mengenai 
identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan 
riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam 
medis kepada Fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan; dan 
b. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan 
secara berkala melalui pemanfaatan sistem informasi kesehatan. 
 
Pasal 87 
Untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan kepada 
Peserta BPJS Kesehatan, Menteri menetapkan standar tarif pelayanan 
kesehatan yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 
 
Pasal 88 
(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan 
yang telah memberikan layanan kepada Peserta. 
(2) Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada fasilitas 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan 
di setiap provinsi serta mengacu kepada standar tarif yang ditetapkan 
oleh Menteri. 
(3) Asosiasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat 





(4) Dalam hal besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak disepakati oleh asosiasi fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan, 
besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan sebagaimana 
yang diputuskan oleh Menteri. 
 
BAB VIII 
PELAPORAN DAN UTILIZATION REVIEW  
 
Pasal 89 
(1) Fasilitas Kesehatan wajib membuat laporan kegiatan pelayanan 
kesehatan yang diberikan secara berkala setiap  bulan kepada BPJS 
Kesehatan. 
(2) Fasilitas Kesehatan wajib menerapkan Utilization Review secara berkala 
dan berkesinambungan. 
(3) BPJS Kesehatan melakukan pelaksanaan utilization review dengan 
mengukur pemanfaatan pelayanan berdasarkan indikator rate, ratio 
serta unit cost. 
(4) BPJS Kesehatan berdasarkan indikator rate, ratio serta unit cost 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi dan umpan 
balik. 
(5) BPJS Kesehatan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi dan umpan 
balik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka pengendalian 
biaya pelayanan kesehatan. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, Utilization 
Review ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan. 
 
BAB  IX 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 90  
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku 




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya 
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Jumlah Pegawai Di BPJS Kesehatan Cabang Pare – Pare KLOK Pinrang 
Jenis Tenaga 
JUMLAH 
KA KLOK STAF KLOK TENAGA KONTRAK 
1 2 1 4 
 
Jumlah Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang 





























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
DINAS 
KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 
2 PKM SUPPA 0 0 0 0 2 0 2 
3 PKM MAT.BULU 0 1 0 1 8 0 10 
4 PKM MAT.DECENG 0 1 0 0 6 0 7 
5 PKM SALO 0 0 0 1 3 0 4 
6 PKM LANRISANG 0 0 0 0 5 0 5 
7 
PKM 
MATTOMBONG 0 1 0 0 2 0 3 
8 PKM TEPPO 0 1 0 0 4 0 5 
9 PKM CEMPA 0 0 0 1 3 0 4 
10 PKM LAMPA 0 1 0 0 3 0 4 
11 PKM BUNGI 0 0 0 1 7 0 8 
12 PKM TUPPU 0 0 0 0 4 0 4 
13 PKM BATULAPPA 1 0 1 0 9 0 11 
14 PKM S U L I L I 0 0 0 1 4 0 5 
15 
PKM TADANG 
PALIE 0 0 0 0 2 0 2 
16 PKM UJUNG LERO 0 0 0 1 1 0 2 
17 
PKM 
SALIMBONGANG 1 0 0 0 3 0 4 
JUMLAH 2 5 1 6 66 0 80 
 


















14 29 118 23 59 9 40 292 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
